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OTONOMI KIIUSUS PROVING] PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANDG MAITA ESA

PRESILEN REPUBLIK INDIONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat [7}, Pasal §
ayat 6|, Pasal A ayat |6}, Paxal 56 ayat {9, Pasal 59 ayat (8),
Pasal 684 ayat (4], dan Pazal 76 Undang-Undang Momeor 2
Tahun 2021 rentang Perubahan Kedoa atas Undanp-Undang,
MNomer 21 Tahun 2001 tentang Qronomi Khusus bagi Provinsi
Papua, perlu menctapkan Peraturan Pemerintah  tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksaraan Kebijalean Otonomi
Khusus Provinsi Papus;

I.  Fasal 3 ayat [2} Undang-Undang Dasar Nepara Hepubllk
Indonesia Takun 1945,

2. Undanpg-Undang Momot 21 Tahun 2001 tentong Otonomi
Kbuwsaus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negeara Republik
Indenesia Tahun 2001 Momor 135, Tambahan Lembaran
Megara Repulblik Indonesia Nomor 4151} sebagaitmana telah
Leberaps kali diubab terakhir denpan Undang-Undang
Momer 2 Tahun 2021 feriang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nemngr 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus biagl Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Itulonesia Tahun 2021 MNomoe 1585, Tambahan Lembaran
Nepara Eepublik [ndonesia Namuor 8697);

3, Undang Undang . . .
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3. Undang-Undang Momor 23 Tahoen 2004 tentang
Pemerintahan Dacrah  [Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Momor 244, Tambahan Lembwran
Wegara Republik Indonezia Nomor 2587 schagammana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Lindang
MWomaor 11 Tahun 2020 tenrang Cipta Kerja (Lembaran
Nepara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomer 245,
Tambahan Lembaran Negara  Repoblik Indonesia
Nomar 65373);

MEMUTUSKAN;

PEEATURAN FEMERINTAH TENTANG KEWENANGAN [DAN
KELEMEAGAAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN  OTCQNOMI
KHLUIELE PEOVINGI FAFUA.

BATE ]
KETENTUAN LTMLIA]

I'asal 1
Calatn Peraturan Pemerintah inid yang dimaksud dengan:

1. Provingi Papua adalah provinsi-provinsi yang berada
wilayah Papua yang diberi Otonomi Khusus  dalam
kerangka Nepara Kesatgan Republik Indonesia.

2. Otonomi Khusus adalah kewrnangan khusus yang diakw
dan diberikan kepada Proving) Papala untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyaraksl  selempat mnenurat
prakarsa senditi berdasatkan aspirss: dan hak dasar
masyarakat Fapua.

3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republbk Indoncsia yang
memegang kekuasaan pemerintabhat nepara Republlk
lndonesia yang dibantu oleh Walkil Presiden dan menter
schagaimans  thimaksud  dalan Undang-Undang  Dasar
Neyara Repnillik Tndonesia Tahuon 1945,

. Pemercititah - . .
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Pemerintah Daerah  Froviner Papua  adalabe Gubernuar
sebagal Lnsur penyelengegara pemerintahan dacrah yany,
Memimpin . urasan pemerintahan yang menjadi
kawenangan daerah Provinsi Papus

Kewenangan Pemnerintah Dacecabh Provins: Papua adalah
hak Pemerintah Dacrah Provins Papus untul menentulian
atau menpgambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan
prmerimighan.

Kewenangan Khusus adalah kowenangan yang diberikan
geezAara Kinlsuse hag: Provinsi Papua.

Femermtah Dacrah Kabupalen/Kola adalah TupatifWali
Kotz sebapgal unsur penvelengpara pemenntahan dacrah
yANE  memimpit Lrasan pemerintahan vang  menjads
kewenangan dacrah Kabupaten/Kaota.

Gubernur  PFeevinsi Papua vang  selanjutnya  dischut
Cubernur adalah Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan
vang bertangeung  Jawab  penuh  menyelenpgarakan
pemerintahan  di Provinsi Papua dan  sebaga  wabkil
Franerintah Pagar df Provinal Fapua.

Aparatur Sipil Nepara yang selanpuinya cdisinglat ASN
adalah profesi bagi pegawai nceeri sipil dan pegawsai
pemerintah dengan perjanjian kerjn yvang bekera pada
instans] pemerinlah.

Cewan Ferwakilan Ealoyat  Papua yang  selanjuinya
disingkat DPRF adalah lembaga perwalkilan daerah Pravinsi
Fapua yang herkeduduakan =ebagai zalah sato unsur
penyelenggara pemerintahan daerah Frovins: Papua,

Maujelis Rakyal Fapua yaonp selanjutova disingkat MED
adalah roprescatasy kultural Orang Ash Papun, vang
memiliki wewenanpg tertentu dalam rangks pelindungsn
hak-hak Orang Asli Papua dengan berlandaskan pada
penghonmatan tethadap Adat dan budaya, pemberdayoan
peremplan, dan pemntantapan kemolunan hiduep beragoama.

12. Peraturan . . .
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Pecraturan Dacrah Khusos yang  selanpstnys disebut
Perdasus adalah Peratucan Daerah Provinsi Papua dalam
rangka pelaksanaan pasal-pasal rerrentu dalam Peraturan
Pocmerintah o,

Feraturan Daerah Frovins: vang selamummya  diselat
Ferdasi adalah Peraturan Dacrah Provins: Papus dalam
rangka pelaksanaon kewenangan schagaimanz <hatat
dalam peraturan perundang-undangan

Dewan  Perwakilan Rakyat  Kabupawen/Kota  yang
solanjuinya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan
tdasrah kabupaten fkota vang berkedudukan sebagan salah
sAalu i penyelengoara pemerintahan daerah
kabupaten/kala di Proving Papua.

Eelompok Khusus adalah tempac terhimpunnya anggoto
DFEP atzu DBPRK  yang herasal dari  mekanisme
pengangkatan dan kedudukanoora setara dengan frakai.

Panitia Selekst yanp sclanjutnya disinghkat Panssl adalah
penyelengeara pengisian keangpotasn DPRP atan DPRR
melalui mekanizme penganghkolan yang dibertule pada
tingkat provinst atau kabupaten/kota,

Bacdan Pengarah Percepatan Pembangunan  CHonornu
Khuisils Papua adalah badan khusus vang melaksanakan
sinkrotizazi, harmonisasi, evaluasl, dan  koordinas
percepatan pembangunan dan pelaksanaan  Cionoml
Khusas i wilayah Papoa.

Kampung astaw yang disebur dengan nama lain adalah
kesatuan masyarakst hokum yanp memiliks kewenangan
untuk toenpalur dan wengorus Kepentingan masyarakat
srtcmpat bordasarkan asal vsol dan adat istiadat sctempat
vang diakui dalam sistern pemerintahan nasional dan
berada di duaerah kaliupatenfkola.

Adat  adulah kebiassan yang  diakui, dipatuhn,
dilernbapakarn, dan dipertahankan oleh masvarakat adat
selempat secara tuin-temunan.

20, Masyarakat - - .
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Masvarakat Adat adalah warga masyarakal ash Papua vang
hidup dalam wilayah dan tenkat serta tunduk kepada Adad
tertentu dengon rasa selidartas yang tinggl ch antary para
anpgotanya.

Hukwurn Adat adalah atucan atag normna tdak tertulis yang
hidup dalam masyarakat hukoom Adar yang mengatuar,
mengikat dan diperiabankoan, serta mempuanyai sanksi.

Masyarakat Hukum Adat adalabh warga roasyarakat asl
'aprua yang sciak kelahiranonya helup dalatn wilayalh
tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum  Adat
tertenfy dengan raza solidaritas vang tinggl di anlara para
anggatanya.

Hale Ulayaf adalah hak persekutuan yang dipunyal olch
Masyarakal Hlukum Adar tertentu alas suatu wilayah
tertenty yunge  memipakan lingkungan hidup  paro
WATREHTLY A, YANE meliputi hak anfuk memantaatkan tanah,
hutan, dan air seria isinya sesuai dengan  peraturan
perundang-undangan.

Crang Asli Papua yang selanjurnya disingloat OAP adalah
orang yang berasal dari rampun ras Melanesia vang rerdir
atas suku-suku asll di Provinsi Papua dan/atag erang vang
diterimna dan diakui zebapai OAF oleh Masyarakat Acdat
Fapua.

Percduduk  Provinsi Papua  yanp selapjutnya  disebul
Pernchadulk adalah semua crang yang menurut ketentuan
peraluran perundang-undangan vang berlaka, terdattar
dan bertetnpat ringeal di Provinel Papua.

bMenteri adalah mentert yang menvelenggaralkan urusan
permerintahan dalam negern.

Lowan Portimbangan Ctonemi Dacrah yoop selanjurbwa
dizingkat DPOD adalah dewan  yang  memberikan

pertimbangan kepada  Presiden mengenal rancangall
kelijakat ntonoims dasrah.

28, Angparan ...
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Anpearan Pendapatan dan Belanja Negara vang sclanjuinys
disingkal APBEN  adalah rencana  kKeuangon  tahunan
Pemerintah Pusal yang ditetapkan dengan undang-undang.

Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daestab vang
gelanputnya dismgkat APBD adalah repcana keuangan
tohunan daeral yang ditetapkan dengan perataran daerah.

Hari adalah hari kerja.

Nistrik yang dahulo dikenal dengan nama kecamslan
acdalah wilavah kerja kepala Distrik sebagail peranghkail
dacrah kabupaten fkola.

Pemckaran [Dacrah  adalah  pemecaban provinsi  ataw
kabupaten/kota menjadl dua dasrah atau lebih.

Fazal 2

Perafiitan  Pemerintah  ini bertujuan  memberikan arah
pelaksanman kekhususan Provinsi Papua

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Pemenntah i meliputi:

il.

Kewenangan Pemerintah Dacrabh Provinsi Papua dan
Femenntah Uaerah Kabupaton, Kotla;

pengisian angpota DFEF dan DIPEK yang diangkat dari
unsur CHAF,

Dadan Peoparah  Percepatan Fembanpgunan  OHonoml
Khuaus Papuas dan

pocmchkarsn dacrah.

BABII. ..
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KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPLIA

Bagian Kesatn

Kewenangan Malam Roangka Pelaksanaan Otonomi Khuaus

FPasal 4

Kewenangan Permeriniah Dacrah Provinst Papus mencakup
krwenangan dalam seluruh bidang peméeérnrahan, kecoali
kewenangan bidang,

a politik luar neopert;

b, pertahanan keamanan;
c.  moneter dan hskal;

d.  apams,;

€. yustisi; dan

f. kewenangan tertentu.

Kewenangan tertentu sebagainana dimaksud pada ayat [1)
huruf f meliputi:

a. kemjakan tentang  perencanaan  nasional  dan
pengendalian pembangunan naswnal secara makio:

k. dana perunbangan lecuangan,

£, sistern administras; negara dan lemnbaga
perekonomian negara;

d.  kewenangan pembinaan dan pemberdayaan sumber
fdava manusia; dan

. pendavapunasan sumber daya alam serta teknologi
tinggi yang stratcgis, konservasi, dan standardisasi
nasional.

Dalam ranpka pelaksanaan Chenomi Khuwsus, Pemerintah
Daerah Prowvine=i Papua tliach Perperintah MNaerah
Kabupaten/Eota diberi Kewenangan Khuasus dalam dang;

a. pendidikan . ..



.
.

FRESIDEN
REPLELIK INCQNESIA

-G -

pendidikan dan kebudayaan:

keschatan;

srrsinl;

perekonomian;

kependudukan dan ketenagalkerjaan; dan

pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidug,

4] Kewenanpan Khusas budang perckonomian sebapaitmana
dirmaksied pada avat (3) horo! 4 meliputi bidang viasan:

T oB

L I -

ITl.

pangan;
pertanian;

koperasi. usaha kecil dan menengaty;
penanaman modal;

energi dan sumber daya mmeral;
kclantan dan perikanan;

pembardavaan masyaraktat dan Kampuoanp/ kampung
adat;

perhubungan;

komunikasi dan informarika;
pariwisata dan ekononi kreatit!
perdagzangan;

perindustrian; dan

prrsandian.,

(3] Kewenangan  Khuosus bidang kependudukan dan
ketenagakerjaan sebapaimana dimakzud pada ayat [3)
huruf ¢ mchiputi bidang urusan;

a.
k.

.

SK Mo DO577Z2 A

administrazi kKepandudukan dan pencatatan sipil;
penpendalian ponduduk dan keluaras boereneeng; dan

tenaga ker)a.

(£r) Kewenangan . . .
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Kewenangan Khusus bidang pembangunan berkelanjutan
dan ngkungan hidup sehagaimana dimaksud pada ayat (3}
Biarud I eneliputi Bidang uwrasann:

a.  lehutanan;

bB. lhngkungan hidup;

. prkegjaan urman dan pemamahan rakyat;

d. perlanalian

e keperoudaan dan keolahragaan;

f. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anals

g, ketenteraman dan Letertityan Umum SErta
perlindiingan masyaraloat;

h. perpustakaan; dan
i.  kearsipan.

Untuk melaksanakan Kewenangan Khusus terkait nimsan
pemerintaban sebagaimana  dimaksud  pada aval  [3),
Pemerintah Daerah Provinsi Papua memiliki kewaenaongan di
bidang perangkat dacrah dan manajaimen ASN.

Pemerintan Daerah Provinsi Papua dalam melaksanakan
Kewenangan Khusus sebagaimana dimaksud pada avat [3)
dapatl melimpahkan  kepada  Pemerintah  Dacral
Kalapaten/ Kote disertal dengon pendanaan dan hantuan
sumber daya lainnya.

Rincian kewenangan Femenintah Tlaerah Provinsi Papua
dan Pemerinizh Daerabh Kabupaten/ Kot schagaimana
tercantum dalarm Lampiran yang moripakan hagian (ndak
terpizahkan dari Peraturan Pemeringah i

Kewonangan  selain yang tercantum  dalam Lampiran
Peraturan Pemerintah ini dilaksanskan sesuai dengan
ketentuan peraluran perundang-undangan.

Eagian . . -
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Bagun REedua

Kewepanpgan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Foragral 1
Pendidilcan

Fazal 5

Pemieriniah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsl Papua, dan
Pemerimtah Ciacrah Kabupaten/Kota bertanggung jawab
terhadap penyelenggaraan pendidikan pada jalur, jcnjang,
dan jenis peodidikan sesvan dengan Kewenangannya
dengan memperhankan hak @sas manoses,  buadaya,
kearifan lokal, dan kemajemukan bangsa.

Fecncana  penyelengearann . pemddichikan &ebagaimana
ditnaksud pada ayat {1 disusun oleh kementerian yang
menyelengparalban umsan pemerintahan di bidang
pendidiltan bersama denpan Pemerintah Dacrab Provinsi
Papua dan Pomerinteh Daerah Kabupaten/Kota dengan
mcmperhatikkan masukan dan Komponeh masyaralat.

Rencana  penyelenggaraan  pendidikan scbhagsimans
dimuksud pada aval {2) dirvangkan dalam rencana mduk
percepatan  pembanpunan Papua schagsimana  datar
dalam  Peraruran  Pemerintah  mengenal  penerimaan,
pengelolaan, pongawasan, dan rencana mduk percepatan
pembangunan dalam rangka pelaksanaan tHonamt Khusus
Frovins: Papua,

Kewenangan Pemncrintah Dacrah  Provinse Papua dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam
penyclenpgarsan pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi suburasan:

a. tnanajetcn pondidilean:

b, oardoalum,

i petudidids oL
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c.  peodidik dan tenaga Kepencidikan,
penizinan pendidikan; dan
. hahasza dan sastra.

[ralarm menyelenpparakan sulrarmsan manajemen
pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayval [4) hoaral a,
Femerintah  Pusat  menetapkan  stapdar nasional
percliddikan dan  menyelenggarakan  pendidikan pada
Jenjang pendidikan tinggd selain akademi komanitas.

Lalam melaksanakan suburusan sebagaimana dimaksuad
pada avat (4], Pemerintah Daerah Drovinsi Papua dan
Fermnerintah Daerah Kabuppaten /Kota  wayib menyusun
pangkalan data peserta didik termasub peserta didilk QAP
gebagai dasar untuk menvediakan laysnan pendidifcan
berloualitas.

Rincian soburisan kewenangan sebagaimana dimaksud
pada wyat (4 rercanium dalam Lampiean yang merdpakian
bagian tidak terpizahkan dari Peraturan Pemerintah i,

Pasal &

Penctapan  slandar  nascnal  pendidikan aebagaimana
dimaksad dalam Pasal 5 ayal (9) meliputi slamdar nasionai
pencidikan pada pendicdilzan anak usia dini pendidikan
dasar, pendidikan menengah. pendidikan tinggi, dan
pendidilkan Khusizs yang digunalkan sehagai pedomat
dalam ponyelenpgearaan pendidikan bagnr  pemerimtah
dacrah. masyarskat penvelengeara perdidikan,  dan
pergurian tinggi sesuai denpan kewenangannya.

Pemenuhan standar nasional pendidikan sebagaimana
clira ksl pada ayar (1) dilskulkan secars bertahap sesiim
dengan kondisi dan kcbutuhan dacrah.

Pasal 7

Kualifkasi akademik dan kompetenst pendidik unrak gums
pada taman kKanak-kanal, sekolah dasar, pendidikan
kosctaraan program paket A slao bentuok laim yang
scderajat paling rendah luhizan pendidiksan menenesh dan
telah rengikutt pendidikan guru selama 2 dua) tahoo i
lernbays perncdicdikan vang ditetapkan oleh Peinerintahb
Prasat,

<) Pendidiken . . .
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Pepditikan pura selama 2 [dual tahun selusgaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan pemenuhan koalifikasi
akademik don pendidikan profes oand.

Farneriniah [acrah Kabupaten/Kota dapat menganphkal
puty dengen kualifikasi akademik  dan kompselens
pendidik sebapaimana dimaksud poda ayat (1) paling lama
7 f{lrgubh)  tahun  =ejak  Perafutran  Pemermtabh im
diundangkan.

Fernernintah Daerab Kabupaten,/Kota wajlbh meningeatlian
kualiikasi akodemils guru zebagaimana dimaksod pada
ayat [1} ke jenjang sarano atow diploma 41 {empal) paling
lambat 10 {sepulaht rahnun sejak Peraturan l'emerintab ind
diundangkan.

Femermiah Daerah Provinz Papua melakukan fasiitasi
peningkatan  kKualifikasi skademik  guru  sebagaimana
dimakzud pada avat ().

Kualifikasi akudemik dan kompetensi pendidik  pada
zeltolah menengah pertama, scholah menengah atas,
sekolah menengah kejurvan,  sekolah  luwar  basa,
pendidikan kesetaraan program paket B dan pabet O ata
bentuk lain yvane sederajat, dan akademi komunitas sesoai
dengan ketentuan perafuran perundang-undangan.

Pasal &

Gurn pada satuag pendidikan di daerah khusus Provinsi Papua
varg ditctaplon oleh menteri yang menyelenpgarakan urasan
pererintahan di bidang pendidikan dapal mengajar lintas mata
pelajaran, kelas, dan/fatau jenjang,

(1}

Pusal 9

Pemerintah Plasat. Pemerintak Dacrah Provins: Papus,
Femurinlah Daerash Kabupaten/Kota, dan masyarakat
penyelenggara pendidikan scesual dengan kewenanganoya
menjamin kesejahteraan dun keamanan pendidik dan
teragra kependidilean untuk seroua jalur, jenjong, dan jenis
pendidikan sesus dengan keleriuasn peraturan
permndang-dndangan,

[2] Jaurinan . ..
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Jaminan  kesejahteraan sebopaimana dimaksud  pade
ayat 1) Jdiberikan paling zedikit dalam benruk:

A, pemborian ingentil tambahan berbasis kinerja dan
kchadiran; dany atau

b.  bantuan pcomgkatan bualilkas dan kompetensi.

Jaminan leomanan sebapaimana dimaksucd prada ayar [1)
dilaksanalian dengan mendayagunakun potenal
Masyarakar Hukum Adat setempat dan/=ztan melibatkan
prtialk berwenang.

Pasal 110}

Pemerintah Dacrah Provins Papua dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dapal memberikan  bantuan  kepada
masyarakal pemyvelengeara pendidikan yang  toemenuhi
zvarat scsual denean kelenhlan peraturan perandang.-
undangan,

Femberian bantuan kopada masyrarakat penvelenopesra
pendidikan  sebagaimana  dimaksud  psda ayar (1)
memnperhatikan  status dan  domusili  peovelenggara
pendidikan, serta mempneritaskan penpunis dan peserta
didik pada masyarakat penvelenggara pendidikban yang
mavoritas berasal dari OAP.

Paragrat 2

Kebwrlavaan

Pasal 11

Pemerintoh TMasat, Pemerintall Dacrah Provinst Papua. dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertanpgung jawab
terhadap pelestarian dan poinamian kebudaysan sesaal
dengan kewenangannya,

Pelestarian  dan  pemajuan kebudayasan  scbagrimana
dimalizud pada ayat (1} dilaksanakan melala:

a, polindungan kchbudayaan;

b, pengzmbangan kebodaysan;

<. pemantaatan . .,
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c.  pemanfaatan kebudayazn; dan
d. pemhinaan kelwadayaan.

Kewenangan Pemerinrah Daerah Provinsr Papua dan
Pemerintah Daerah Kabupaten,/Kola dalam pelestarian dan
peroajuan kebydayaan  sebapaimana  dimaksud  pada
ayat (1] meliputt suliarusan:

2. objek pemajuan kebudayaan;

. pokok pikiran kebudayaan daerah;
C pcrlilman naswnal;

d. cagar budaya;

£, PErISECIMmaAn;

t.  s=egjarah; dan

E. penghargaan kebudayaan.,

Rincian subumizan kewenangan sebagaimana dimaksud
pada ayal [3] lercantuin dalam Lampican yvacg mempakan

bagian tidal terpisahkan dan Peraturan Pernerintah il
Bagian Retiza

Koewenangan Bidang Keachatan

Fasal 12

Dalaim melaksanakan kewenanpan bbidang keschatan
Pemerinlah Pusal dan Pernerintah Daerah Provinsi Papua
wajib:

menstapkan slandar mutu pelayanan kesehatan;
b,  memberikan pelayanan kesehatan bapi Penduduk;

c.  melalkukan upaya prnocgahan dan pepangpulanpan
penyakit vang menjadi kewcnangannya sczual dengan
kotentilan peratuiran perandang-undangan; dan

d.  menyolakan tenapga kesehatan sesuai dengan lingkap
Pugas dan kewenangan masing-masing,.

(2] Penetapan . . .
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Penetapan  standar mutu pelavanan  kKesehatan  yang
dilalukan  oleh  Pemernintabh  Daetaln Provinsi  Papua
sebapaimana dimaksud pada avat |1) hurul a berpedoman
pada stancdar mutu vang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pelayanan hkeschatan  bagi Tenduduk  schagamana
dimalisud pada ayal [ bt b mehpuats:

a. peningkatan glzl masyaralkal,
k. kesehatan reproduks:

r.  keseharan ibu dan anak,

d. kesehatan lanjot usia;,

¢. keschatan jiwa; dan

i,  pelayanan  kesehatan  lainnya  yang mendukong
Lkeberlanesungan hidup masyarakat Papua.

Upaya pencegahan  dan penangpulangan peoyakit
zebagaimana dimaksud pade ayat [1] haruf ¢ meliputi:

4. pencegahan dan pecoanggulangan penyakit cndemis
dan/atau peryakit YATIE membahayalian
kelanpgsungan hidup Penduduk; dan

b.  pencepahan dan penangpulanpan penyakit menualar
dan penyakit tidak menular sesuai dengan lingkup
Lugas tlan kewenangan MAsiGE-MEsINg.

Penyediaan tenaga kesehatan zebapaimana dimaksad pada
ayat {1) burul d oleh Pemerintah Pusat berzitat dukungan
dalam bentul: penugasan tenaga kesehatan sesual dengat
ketentuan peratburan perundang-undangan.

Pelaksanaan kewsjiban sebagaimana dimaksud  pada
avat (1) dilakukan dengan mempriontazkan upaya promail
dan proventif,

Fasal 13 . ..
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Pasal 13

Dalam melaksanakan kewajiban schagaimana dimaksiacl
dalam Pasal 12 ayat (1) huruf o, Pemerimah LDaerah
Provinsi Papusa dan Pemerintalh Daerabh Kabupatenf Kota
memberikan peranan sehesar-besarnya kepada lembaga
keagamaan, dunia vsaha, dan organisqas) kemasyarakaran
vang memenuby persyaratan,

Dalam melaksanaken kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayar |11 huraf o, Pemeriniah Dacrah
Frovinsi Papua dan Pemerintah Dacrah Kebupeten)Kota
dapat menctapkan kebijakan bagi perusahaoan yang
beroperasi Jalam wilavah provinsi untuk mengalekasikan
dana sebaga) bagian tanggung jawab sosial perusahaan
untuk mendukung  pelayvanan kesehatan  masyarakat
leturama Masyarakat Huloum Adat yong berada di lokast
kegiatan sezuai dengan ketentuan peraburan perandang-
undangsan.

Pazal 14

Dalam melaksanakan kewajiban scbagaimana dinaksud
dalaum Pasal 12 ayat [1), Pemerintah Daerah Provinsi Papua
fdan Pemerinluh Daerah Kabwipatren/Kaota dapat:

a. bekejja satna dengan lembapga keagamaan dan/ataw
lembaga swadaya masvarakiar, nntuk
menyvelenpratakan pelayvanan  kezehatan dan/atau
meningkatkan  kemampuan  profcsional  tenaga
kesehatan; dan/atau

b, memberikan bantuan pade  lembaga  lkeagamaan
dan/atau lembapga swadaya masyarakat  yanpg
tmenyelengparakan  pelayanan kKeschatan dan/arau
meningkatkan  kemampuan profesionad  tenaga
kresehatan.

Prlaksanaun  kors  same  den bantuan  scbagoimana
dimaksud pada ayat [1} sczual dengan keteniuan pecaruran
perundang-undangan.

Faszal 15 . ..
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Paza. 15

(1} Setiap Penduduk berhak memperelch pelayanan kesehatan
schapaimana ditnaksud dalam Pasal 12 ayat {3] dengan
beban masyarakat sercrulah-rendahnya dengan sumber
pendanaan atamanva berasal dan penerimaan dalam
rangka Otonom Klnizus.

(27 Dalam rangka pemenvhan hak sebagaimana dimakesudd
pada ayat {1), Pemerintah Pusat, Pemerintah Doeerah
Frovinsi Papua, dan Pemcrintah Daccrsh Kabupaten/Kota
wajili menyiapkan dan menyelaraskan data kependudukac
gecara terpadu Jdan fecintegrazsi guna mewnjudkan sistem
jaminan kesehatan bagl CAF.

[3] Pemerintah Pusat, Fomerintah Dacrah Provins Papua, dan
Pemerintah Dasrah Kabupaten/Kota wajibs

a.  mengalokasikan anggaran kesehatan untuk upaya
pelayanan keschatan Dagi OAF,; dan

. menjamin  kesepahteraan dan  keamanan  telaga
kesehulan.

(4} Angearan dari Pemerintab Pusat sebagaimana dimalksudd
pada avat [3| boral a merupekan pelenglkap terhadap
pelaksanaan  pelavanan  kesehalan yaog sumber
pendanaannya berasal dar penenimaan dalam rangla
Cronomi Khusua.

i3] Jaminan atas kecscjahteraen <¢sn keamanan  tenaga
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3] horuf b
yang citerikan oleh Pemerintab Posat dilaskukan belena
sama dengan pemerintah dagrab setempat.

Puagal 16

Pernerintah Daerah Provinsi Papua dan Femenntah [haerah
Kabupaten/ Kota menclapkan kebtjakan pernbatasan mutasi
tenaga lesehatan ke jabatan di luac hidang kesehatan dengan
memperhatikan ketersediaan tenaga kesehatan dan kebutuhan
prlayanan kescharan.

Pazal 17

111 Rencana  penyeleoggarean kesshatan  disusun oleh
kementerian vane menyvelenggarakan urusan pemcrintahan
di bidang kesehaian bersama dengan Pemerintah Dmcrah
I'rovinsi Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
dengan  memperhatikan masukan darl komponcn
masyaralat.

{Z] Rencano . . .



SK Mo Q05782 A

£

FRESIDEMN
REPUBLIK INDONES|A

_tR_

(2] Eeneana  penyelenggaraan  kesehatan  sebapaimana
dimaksud pada avat (1) dituangkan dalam reneana induk
percepatan  pembangunan  Papud  sebagaimana  diaturc
dalatn Peraluran Pemerintah  mengenal  penerimaan,
pengeloloan, peongawasan, dan rencana indubk percepatan
pernbangunan dalam ranpka pelaksanaan CHomomi Khusos
Frovinsi Papua.

Pasal I8

Emncian kewenangan Pemerintali Daerall Provinsi Papuia dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kora sebapgaimana dimadksud
dalam Pasal 12 ayat (1) tercantum dalam Lampiran vang
merypakan bagian tidak terpisahlkan dan Peratoran Pemerintah
ni,

Baman Keermpal
Kewenangan Bidang Sosial
MPazal 149

(1} Pemerintabt Daervah Provinsi Papoa dan Pemerintsh Daerah
Kabuparern [/ Kola LESAl dengan kewenangannya
herkewajlban memelihara dan memberikan jaminan hidup
vang layak kepada Penduduk pemerlu  pelayvanan
kesejahteraan snaial.

(2] lUntuk melaksanakan kewajiban schagaimana dimaksud
padda ayat {1], Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota wajil:

a.  menyiapkan datay Keluarga Penduduk; dan
b, mewmberikan perlindungan dan jaminan sosial.

3] Data kelusres Pendudulk zebapaimana dimaksud pada
ayar () tenimlegrasz dengan data terpadu kesejahteraan
sosial can dala kependudukan sesuai dengan kerendaan
peraturat perundang-undangan,

4] [alam pelaksanaan kewajiban sebagaimana  ditnaksod
pada ayat [1], ayat (2], dan ayat [3), telah memastikan
perlindungan dan jaminan sosial bapi GAF.

[&] Dalam . . .
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Dalamn melaksanakon kewajiban sebopaimana dimaksud
pada avat [1p, ayat (2], avat (3], dan ayat [4] Pemerintah
Daerah  Provinsi  Papua  dan Pemwerintah Daecrah
Kabupalen/Eota memberikan peranan sehesar-hesarnva
kepada masyarakat Papua termasulk lembaga swadava
masyarakaar.

Rincian kewcnangan Pemerintah Daeral Provins Papua
Jdan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota wreanhnmn dalam
Lampiran yang merupakan bagian tdak terpizahkan dan
Peraturan Pemerintah ini.

Raman Kelima

Kewenangan Didang Perekonotmian

Fasa! 2

Usaha perelconemian di Frovings Papua dilakulen dengan
mermpethatikan samber dava manusia setempal dengan
meneutamakan QAF.

Pelakzanaan kewenangan bidang perelonoguat meliputi
urLisan bidang:

pangan;

b perlamsan

. koperasl, usaha kecil dan menengah;
.  penanamat mndal;

e.  energl dan sumber daya mineral;

[, kelaytan dan perikanan;

E.  pemberdayasn masyarakat dan Kampaaog/lampuong
arlar;

b perhuboogan,

L, komunikasr dan informanika;

I’ pariwisata dan elonom: Kraatil,

k. perdagangan . . .
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k. perdagangan;
L. perindustrian; dan
m. persandian.

Rincian kewenangan Femerintah Dacrab Provinai Papua
dan Pemerintah Dacrah Kabupaten/Kota tercantum dalam
Lampiran yang merupakan kagian udak terpisahlan dari
Peraturan Pemeriniiah inn.

Bagian Keernam

Kewenangan Bidang Kepenchudulkan dan Ketenagakerjaan

Fazal 21

Peinetrintah Daerah Provinst Papus melakukan perbinaan,
pengawasan, dan pengendalian terhadap  pertumbuban
pendudak di Provinsi Papua.

Pernerintah  Deerah Provinsi Papua menpusun ddats
kependudukan {4AF melalul penpembangan sistem
informasi adminislrasi Kependudulan.

Penvusunan  data  kependudukan OAF  sehagaimana
dimaksud pada avat {2) dilsksanekan oleh perangkat
dacrrah  Pemeriniabh Pasrah Provinsi  Papua  yang
menyelengparakan urisan kependudulkan dan percaiatan
siprl.

Dalam melaksanakan ketentban sebagaimona dimaksud
pada ayar (2] dan ayat (3), Pemenintah Dacrsh Provins
Papua berkoordinasi dengan unit kertja yang menangani
kependudukan dan pencaratan sipil pada kementerian
yang menyelengparakan wrusan pemenntaban dalam
negerl,

Pasgal 22

Setiap Penduduk berhalk atas pckerjaan dan penghasilan
vang layak sorta bebas memilib dan fatau pindah pekegjaan
sesual dengan bakat dan kemampuannva,

(2} QAP . ..
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OAF berhak mempercleh kesempaotan dan dintamakan
unfuk meondapatkan poker@an daldam o semus hdang
pekerjaan 1 wilaysh Provinsi Papue herdasarkan
pendidikan dan keahliannva.

Rincian kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua
dan Pemenntah Dacrah Kabupaten S Kota tercantum delam
Lampiran yang merpakan bagian tidak tervpigsahlcan dari

Peraturan lemerintah ii.

Bagian Ketujuh

Pembangunan Berkelanjolan dan Lingkunpan Hidup

Pasal 23

Femerintah Pusat, Pemerintah Daerah Frovinsi Papua, dan
Femerintah Dacrah Kabupaten/Kota  berkewajiban
teelakukan pengelolaan ingkungsn hidup zccara terpadu
dengan memperhatikan penafaan naacg,  melindongi
aumber daya alam hayati, sumber daya alam nonhayati,
sumber daya buatan, Konsereas sumber daya alam hayati
dan ckosistemiya, cagar budayva, dan keanekaragaman
biayatl serta perubahan klim dengan imemperhatilian hak
Masyarakat Adar dan unfuk  sebesar-besmrnya bagi
kesejahteraan Penducdul.

Pembanpunan di Provinsi Papua  dilakiekan  deogan
Lerpedoman [T E pPrinsIp-prinsip pembangunan
berkelanjutan,  pelesrarian  lngkungan, manfaat, dan
keadilan dengan memperhatikan rencana tata ruang.

Pelaksanaan kewenangan bidang pelnbanzunan
berkelanjutan dan lingkungan hidup mcliputi unasan
hitlarig:

a.  kehilanan;
b, lngkungan hidup,
c. pekegaan uinom dan perumeahan rakyatr;

. pertanahan;

e. kepermudaan . ..
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g. leepemudaan dan kenlahragaan,
. pemberdavaan perempuan dan perlindungan anak;

. kotontocraman dan  hketertiban LML sCrti
perlindungan masvarakat Fapua:

h.  perpustakaan; dan
i.  kearsipan.

Rinvian kewrnanpan Pemerintab Daerah Provins Papua
dan Pemerintah Daerah Kabuparen/ Keta tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagion tidak terpisahkan dari
Peraturan Pemenintah ini,

Bagian Kedelapan

Kelembagaan Peranghkat Daerah

Paragraf 1

Kelembagaan Cracrah

Pasal 24

Cralam  rangka melaksanakan Kewenangan Khusus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (33, Pemerinlah
Dracrah  Provinsi Papue  memilikl Hekhususan dalam
penyusunan kelembagaan perangkat daerah.

Pemerintah Draerah Provinst Papua, DPRF, dan MRF dalam
melaksanakan  kewenangan  dbanty oleh perangkat
ddurrah.

Perangkat daevah provinsi terdiri atas:

a. =ekretariat daerah provinsi;
sekrotariat DPRP;

oo inspektorar;

ol sekretaniat MEF;

e. dinas:

f. badan . ..
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I. badan; dan

g organusast perangkal daerah lainoya dalam rengka
Monemi  Khusus  yang  dibentuk  berdosarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pembentukan perangkat dserah Provinsi Papua sesuai
dengan  kKekhususan  dan kebutithan Prvinsr Papua
sebagaimana dimaksod pada ayar (3) hurul g dengan
moempertimbangkan kemampuan kcuangan dacrah dan
sumber daya manusia.

Ketentuan lebilh lanjul mengenai pembentulkan perangkat
dacrah  Frovinsir Poapua schagamana dimoksud pada
avat [1y, avat [2], ayar |3), clan avat [4] diatur dengan
Perdasi.

Pazal 23
Perangkat dacrah kabupaten/kota terdirn atas:
a. ackreianat dasrah kabopaten/hkots;
b,  s=zekretariat DPRI
. 1lnspcktorat;
d.  dinas,
e, hadan: dan
. D[hstrik.

Pembentukan perangkat daerah kabupaten/kota sesuai
kekbhuzilsan  dan kebuluhan kabwpaten/kota denpan
mempertimbangkan:

m. kemampuan keuangan daerah;
tr. mumber dava manusia; dan

o pedoman kKebijakan pombontukan perangkat dacrah
yang diterapkan cleh Pemerintah Daerah Provins
Paps.

Ketenbuan lebih lanjut mengenai pembentukan perangkat
dacralh kabupaten;/kota sebapaimana dimaksud pada
avat (1) diatur denpan Peraturan Dacrah.

FParapral 2 . . .
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Pemerintahan Distrik

Pasal 26

Dedam  rangka  peningkatan  kspasitas pemerintalian
Disfrilk, Pemerintah Daerah Prowinsi Papua memberikan
tugas pembantuan kepada pemeriniah Distnk.

Femerintalh Daerah Kabupaten/Kota wajlb mchmpahkan
sehagian Kewenanpan urilsan terkait pelayanan publik
kepada pemenntah Lhistrik dizsertal dukungan sumber daya
MANI&IA, pendanaan, dlan pembiayaan dengan
mecmperhatikan kondisi geogrehs, slekimiias pelayanan
publik, dan rentang kendal pelayanan.

Kewenangan utisan terkait pelavanan publik sebagairnana
dimaksud pada ayat {2] paling sedikil terdin atas:

a.  penerbitan dokumen  kependodulan pada wilayah
tertinggal, terpencil, dan lerdean;

. penerhiran pendattaran  perizinan berusaha vang
diajukan oleh pelaku usaha pada Dhstrik tertinggal,
terdepan, terluar, dan/fatau belom ada  juningan
infarner;

c. pemberdaysan masyarakal:
. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
c. pemelhiharaan sarana dan fasditas wnuinm; dan

1. penpawasan dan asistensi penyelenggaraan
prmerintahan Kampung kampuog Adat.

Pembentukan, struktur  orgamsasi, dan  tata  kerja
petmerintahan Dhstoike dusisyn assuan dengan tipelogl dan
Klasiikast  herbasis Acdal den agroekosistiemn yang
ditclapkan dengan Perdast dan dikonsaltasikan kepada
kemeonterian YHNE menycloenegparalkan UTUsan
pemenntahan dalam negen.

13 Kepala . ..
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Kepala Distrik diangkat dari pegawai negeri sipil yang
memenuht persyaratan dan pernah bertueas di Distnk
terselbut paling gadikit aelama 2 jdua) tahun.

Dalam rangka penguatan Distrik, Pemenntah Daerah
Frovinzi Papua dan Pemenntah Daerah Kabupaten/Kota
Lersama dengan kementerian yany  menyelenpearakan
urusab pemerintahan dalam ocpeei melakykan kajian dan
penyuzunan rencana induk  peningkatan  kapasitas
permerintah Distrike di Provins: Papua,

Eugman Keacmbilan

Manajemety AN

Pasal 27

Dalam  rangkas melaksanokan  Kewenanpan Khusus
srbagaimana dimaksud dalam Pasat 4 avat (3). Femenntah
Daeraly  Prowing Papua  memiiln Kekkhgausao dalam
manajemen ASN.

Femerintah Dacrah Provins: Papua moncotapkan kebijakan
kepegawaian provinsi denpgan berpedoman pada nonma,
slandar, dan proscdur penyelenggaraan manajemen ASN.

Dalam hal penetapan kebjjalkan kepepavalan  provinst
sehagaimana  dimaksid  pads avar (4] tidak dapar
terpeniuhi, Pemerintalh Daerab  Provinesl Papua  dan
Femernintah Daerah Kabupaten/Kota dapat menetapkan
kebijakan kKepegawaian sesuai denesan kebuighan dan
kepentingan daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kebijakan
kepepawalan provindgl scbhagaimana dimaksud pada ayat {2)
dan ayat {3] diarer dengan Perdasi.

Fenyusunan  Perdaszi vang  menyangkut  kebijakan
kepepawaran  schapgoimana  dimakzad pada ayvat 4R
dikonsultasikan kepada Menteri dan  menteri  yang
menyelenggarakan  uyrusen  pomenntahan di bidang
pemdayapunaan aparatur negara dan retormasi birokrasi.

Pasal 28 . .



SK No DO5790 A

|1]

(4]

(1}

(2

3)

{1]

{2]

FRESIDEM
REFPUBLIK INDOMNESTA

S O6 .

Paszal 28

Bupati/Wali Kota menyampaikan usulan kebutluhan ASN
meladui danatau dikeordinasikan oleh Gubernur selaku
wakil Pemerintah Pusat di daerali,

Penpasylan kebutuhan ASKN di lingkungan Pemerintah
Maerah Prowinsl Papa disampaikan olel Guberaur.

Perugusulan kebuluban ASN sebapaimana dimaksud pada
avat |1] dan ayal (4 dengan memperhatikan potensi dan
arah pembangunan sorta kernamplian kewangan daerah.

Kementerian YAang menyelenggarakan urusah
pemerintahan di bidang pendayapunaan aparalur negata
dan reformasi birolrasi menetapkdn keboatuhan 45N
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat |2] selelab
tflilaloakan veritikasi dan validozi.

Pasal 213

Oubernur Bupati/ Wali Kota flalatn mengusulkan
kebutuhan, melaksanaksn — penerimaan, danjatan
pengangleatan ASN dalam jabatan rerfennl mengutamalkan
DAP.

Penputamaan ASN OAP schapaimanas  dimakzud  pada
ayat (1), dirmunglkinlkan 0% {cinam puluh persen| cdenfarau
paling banyalc 80% {delapan puluh persen},

Ketepfuan aebapaimana dimaksud pada ayat () ddak
herlalru untulk jabatan yvang membutuhlan kompeters
khusus,

Paual 30

Femerintah Pusat memboerikan kesemmpalan seluas-luasnya
kepada GAF untuk bekerjn dan memntina kaoer di istanai
Femerintah Pusat  sesudal dengan kompetensi  dan
keahliannya.

Gubernur., Bupati, dan Wall Kola mempromosikan OAF
untuk herkarier pada lombaga pemerintah ngkat nasicnad
sesual pengalaman, kempetensio dan bidang kcahliannya,

(3} Pcmenintah . . .
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Femerintah Dacrah Provinsi Papua dan Pemernmtah Craerah
Kabupairm fKala  melaksanakan adan menigemlangkan
program  pendidikan ungpulan di dalam dan/atau laar
nepert cdalam rangka menghastlkan ASN dan unsur OAP
vang  memililkt kualifikast dan penguasasn  ilmu
pengetahuat dan teknalog.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1], avat [2).
dan ayat |3] dilalkukan sccara terbuka dan kompetitif,

Pasal E1

Pemerintahy Thawraby Provinsi Papaza dalant pengembangat
pogawal ASN Mapua wemiliki kewenangan:

a.

memfazilitas, dan mengawast Alokasi dan pemindahan
praawst A3N polensial anlavdasrah Katoapacen kofa dan
dari kabupaten/kota ke Provinsi Papua dan sebaliknya;

melakulan koordinasi dengan Pemenntah Pusal dalam
rangka moengutamalkan OAFP dalam penganpkatan Hakim
danfatau Jaksa, ASK, dan pembinaan karier di instansi
Femerintah  Pu=zat  zesual denean  kompetenst dan
eahlianrya:

melarang nitasi fenaga keseharan ke jabatan di luar
badang kesehatan;

melarang mutasi tenaga kependidikan ke jabatan di luar
bidang pendidikan,

meningkatan kualitas dan kompetenst ASN;

meningkatkan kapasitas pemcnntahan [hgtmik melahai

pemberian lugas pembanluan dai Pemerintah Daerah
Provins: Papua ke Diztrike:

mengcmbangkan program dan kegatan serla peanlibayaan
tugas  pemwbantuan melalw Pemerintah Laerah
Kabupatern / Kota; dan

menata strukiur dan tata kerja pemesintah Distrik sesual
keriteria tipelogi dan berdasarkan karaktetizbik berbasis
Aclal clar elnsistern.

BALI . ..
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PENGISIAN ANGGOTA DFEP DAN DPEK
TANG DIANGRKAT DAR[ LINSLUR OAF
Ragian Kesaru

Fengangkatan Anggota DPRP

Paragrafl 1

Susunan dan Kedudukan

Fasal 32
DFREF rtercliri alas anggma yvang:

a. dipitbh dalam  pomiliban wmuam sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

h.  diangkatl darm unsur AR

Maza jabatan anggota DFRF yang diangkat sebapaimana
dimaksud pada ayat (1] haral b oadaleh sclama 5 (lima)
tahun dan beralhir bersamaan dengan masa jabatan
ameola DPEP yvang dipilih melalul pemiliban uonom.

Anggota DPFREF yvang diangkat menduduki sslah satu unsar
wakil ketua DFEF.

Penugasan salah satu angepota DPRP vang diangkat roenjacdi
wakil ketua DPREFP diterapkan berdasarkan musvawarah
dan faran mekanisme pengaimnbalan Kepuatusan lainnya oleh
anggota DPRFP yvang diangkat.

Unsur wakil ketua DPRP vang diangkat melalui mekanisme
peagangkatan tidak mengurangl jumlah wnsur pimpingn
vang berasal dard pariai politik hasil pemiliban umoamn.

Ketentuan lebth lanput menpenal tata cara pelaksanaan
tugas dan wewenang sebagaimana dimaksad pada ayat [4)
diatur dalam Peraturan DFREP.

I*asal 33 ...
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Pasal 33

Kecdudukan kegangan dan adminiscratil pimpinan dan anggota
DPRE  sesuai dengan  ketentuan  peraturan perundang-
LINCATIEA.

Pazal 34

(1) RKedudukan, susunan, lagas, wewenang, hak dan angping
Jawnaby, keanpgotaan, pimpinan, dan alat kelengkapan DPREP
gesunl dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan,

(2] Anggora [DPEP yang diangkat scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 ayal [1] hunal b memjalankan fungs sesilai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Keangpotaan

Pasal 35

i1 Angputa DPRP yang diangkat sebagatmana  dimaksud
dalam Pasal 32 avat {1] hural b kerjumlak ' (sam per
epal] kall dan jumlah anegera DPRP vang dipilib melalul
petoiliban wpmam.

2] Peresimnian pengesahan pengangkatan dan pemberhentian
kcanggotaan DPRP vang diangkat dilakuksan dengan
Eeputusan Menteri

(3] Anggnta DPRP vang dianglat berdomizili di ibu lota
Provisl,

Fusal 36
17 Anegota  DPRP yanp  diangkat  sebelum memanglo
jabatanmya dilantik dan mengucapkan sumpah/jann

secard bersama-samna vane dipandu oleh ketua Peneadilan
Tingo dalam rapat paripurng DPEP,

iZ) Dalam hal anegota DPFRP schapaimana dunsgksoald pada
ayvat {1} berhalanpan, pelantikon dan pengucapan
sumnah fjang dipanda oleh pimpanan DPEP.

(3] Dalarm . ..
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Dalam  hal toerdopat  permasaiabhan hokum doandatog
gupaian lerhadap Keputusan  Gubernur tenfang
pengesahat hasil sclelksy calen anggota DPRP yang
dianglkat melalui mekanisme penganglkalan, maka calen
anggota DPRP vang tidak dalam proses gugsalan fetanp
dilanitik dan mengucapkan sumpah anji sebacaimana
dimaksud pada avat [1).

Kctentuan lebill lanjut mengenai tala cara pelantikan dan
penpucapan sumpah/jann sebagaimana dimaksud paca
avar [1] dan ayal (2} diatar dalam Peraturan DEFRE
Paragraf 3
Kelompak Khuosuy

Masal 37

Anggeta DPRP yane diangkat sebagmmana  ditnaksied
dalam Fasal 32 ayar (1) buraf b, echimpon dalam 1 [san
Kelumpok Khuzus dan bersifat tetap.

Mekanistme  kerja  Kelompok EKhusus  sebagaimans
dimalisud pada ayar | 1] sesuai dengan ketentuan peratoran
perundang-undangan.

kelompnk Khusus mempunyai sekretariat.

Sekretariat DPRP menyediakan sarana, anggaran, cdan
tenaga ahli puna kelancaran pelalsanaan buegas Kelompok
Khilsus  seswal dengan kebutuhan dan dengan
memperhatikan kemampuan APBD.

Farajgral 4

Fengpantian Anturnwalitu Angeota DPRP vang MDHangkal

Pasal 38
Angentn DPRF yang dianglkear berhentn antarwaletu karcna;
a. mcninggal dumia;
b, mengundurkan dir atau

c. diberhentikarn.

[£] Mekanismas: . . .
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Mekanisme pemberhentian anlarwakiun lan pemberhenbian
scmentara angeota DPRP yvang diangkast sesual dengan
kctentuan perataran perundang-undangan,

Pasal 30

Anggota DPRP vang berhenti antarwaktu sebapgaimana
cimaksud dalam Pasal 38 ayar [1] dipantikan oleh calon
anggeta DPRF umiten peringkat berikut dalam  dafrar
peringlat  hasil  seleksi gesusl dengan daerah
pongangkatannya.

Dalam hal calon angpola DPEP urutan peringkar berikout
sebagaimana dirmnksud pada ayat (1) mengundurkan diri,
meninggal dunia, arau tidak lagi memenuhi syarat sehapai
calon anggota DPRP, angpola DPRP schagaimana dimaksud
pada ayat (1 digantikan oleb ¢alon anpeota DPRE umatan
berikut berdasarkan daerah pengangkatannysa,

Masa jabatan anpgota DPRP penpganti  antarwakio
melanjutkan siza masa jabsian anpgota DPRP yang
digantilean.

Pagal 44

Fimpinan DFRF menyumpaiktan nama anggota DPRP vang
diberhentilan antarwekin dan mengusulkan nama calen
pongeantl  antarwvakia  sehagaimana dimaksud  dalam
Pasal 39 ayar (1} kepaca Gubernur denpan tembusan
kepada Menteri.

Paling lambat 7 {tujuh) Hari sejak menoerima nama anggota
DFEFP vyang diberhentikan clan nama calon ponggant
antarwakiu  sebagaimana  Jdimaksad  pada oavar (1,
thubernur sebagai wakil Pemerinlah Pusat menyampaikan
kcpada Menteri.

Faling lambat 14 (empat belast Hari sejak menasrima nama
anggota DPRP vang dilwrhenlikan dan nama  calon
pernpeEntl dantareakiu dari Gubkernur sebagal wakil
Femcenntah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayvac [2),
BMenteri mercsmikan pemberbentian dan pengangkatanoya
dengan Keputusan Menteri.

(4] Sellian .
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(4]  Scbhelum memanpgku jabatannya, anpgets DFRF propgant
menpuchplan sumpah fjann vaong pengucapannys dipandu
oleh pimpinan DPRF sesuai dengan ketentuan peraturan
proundane-undangan.

{S] Peneggantian antarwalkitu anegota DPEP tidak dilaksanskan
apahila sisa masa jabatan anggnta DPRE vang digantikan

leurang dari & ienam) bulan.

Pasal 41

Dalam kurun waktu 30 [tiga pilahy Hari Gubernor tidake
menyampaikan nama anpggota DIRI' vang diberhentikan dan
nams pengeantl anlarwakty sebapaimans dimaksod  dalam
Pasal 40 ayat [2), Menteri meresmikan pemberhentian dan
pengangkatan onggota DPREP berdasarkan usulan pimpinan
DPEFP danfalag wrulan peringkat  berikul dalame fdafar
peringkat hasil seleksi sesua denpan daerah pengangkatannya.

Bagian Kedua
PENGANGEATAN ANGGOTA DIFRK

Faragral |

Susunan dan Kedudiilkban

Fasal 12
(1) DPEK terdiri atas anggota yang:

4, dipilih  dalam  perniliban aomium sesuar deonpan
ketenftuan peraturan perundang undangan; dan

b. diangkat dari unsur OAF.

(2] Masa jabatan angegeta DPRER vang disngkat sebagaimana
dimalzaud pada avat {1] houf b adalah selama 5 (lima
tabun dan berakhir bersamaan denean masa jabatan
anggitta DPREEK yang dipdihomelalar pemilihan umuam.

I3  Angpola DPRK yvang diangkat menduduki salah satu unsur
walkul ketnua TPRE.

[¢] Pemnupgasan ..
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Penugasan salah soatu anpgota DPRE vang  diangkat
tnergads wnkil ketua DPHK ditetapkan  berdasarkan
musyawarah dan/atan ekanisimne pengamlilan
kenytusan lannya elch angeota DIPEK vang diangkat.

Unisur wakil ketua D'EK mekanizime pengangkatan ricdak
fenpurangt umlah unsur pimpinan vang berasal dari
pactal politik hasild pemilihan amun.

Ketenluan lebih lanput mengenai tata cara pelaksanaan
Tugas dan wewenang sebagoimana dunaksud pada avat (4)
dliatur dalam Peratursn DPFRK.

Fasal 13

Kedudukan kevangan dan adminisiratif pitnpinan can anggnta
DPRE yang dinngkat sesuai denpan ketentuan peratiran
pertlang-undangan,

(1]

(1}

(2}

[}

Fazal 441

Kedudukan, susunan. tugasz, wewenang, hak dan langgung
Jawab, Keangpotaan, pimpinan, dan alat kelengkapan DPRK
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-uoddangann.

Angpots DFEK yang diangkat sebagaimana dimalzsud
dalamn Pasal 42 ayat (1) huraf b menjalankan fungsi sesuai
dengan kelenluan peraturan perandang-undangan.

Faragral 2
Keanggatnpan

Paszal 45

Apppota DPEK yang dianglat sebagaimana dimaksad
dalam Pazal 42 ayat (1} hural b berjumlah sebanyalk 4
gsatu per empat) kali dari jamlah anggoeta DPRK vang dipilib
roelalui pemiliban umum.

Pergsmian penpesahan penpangkalan dan pemberhentian
keanggotaan DPREK yaneg diangkat cdilakukan  denpan
Keputusan Gubecrnur.

Anppats NPRE yang diangkat berdomizili di ibo kota
kabupatenflonta.

Pasal 46, ..
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Pasal 406

Angpata DPRK yang  disopkar sebelum memanghkn
jakatannya mengucapkan sumpah/janj secara berzama-
sama vang dipandu olth kewes Poneadilan Neperni dalam
rapal paripums DPRE.

MNalam hal Angprota DPRE yang daopkat bherhalangan
mengucapkan sumpah/janji bersama-sama sebagaimann
dimaksud pada ayar (1), pengucEpsan sumpah/jangl
dipandu ¢leh pimpinan PRE.

Malatm hal terdapat  permasalahan hukum danfatan
gupgatan rterhadap Reputusan Bupati/Wali Kota tentang
penpesahan hasil o selekst calon angpets TPRK pang
diangkal melalui mekanisms pengangkatan, maka caton
angpota DPRE vang tidak dalam proses gugatan totap
menpucapkan sumpah fjang selragairmang dirmaksudl pada
ayar {1).

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengucapsin
sumpah/janji schbagaimana dimaksud pada aval (1) dan
avat {2) diabur dalam Peraturan DPRK.

Paragral 3

Kelompok Klmaus

Fazal 47

Angeota DFEK yang diangkat schagaimans  dirnakstid
dalam Passel 42 ayat (1) hunof & berhimpun dalam 1 {satu)
Kelampok Khusus dan bersifal wetap.

Mekanisme  keria Kolompok  Khusus scbhagsunana
dimnaksud pada mayal (1) sesdai dengan Ketentuan peraturan
porundang-undatngan.

Kelpmpak Khusus mempunyal seliretarial,

Sekretarial DPREK enpediakan sarana, anggaran, dan
tenaga ahli puna kelancaran pelaksanaan bupas Kelommpok
Khiwsuas sesual dengan kebutuhan  dan denpan
mcemperhatilenn kemampuan APBD.

Porapruf 4 . . .
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Farapgrafl 4
Pengpantian Antacwakiu Angpgnta DPRK yang Diangkat

Fasal 48
Angpata DPRK vang diangkat berhend antarwaktu karcna:
a. menmggal duna;
b, menpundurkan dirg acau
. (iberhentiloan.

Mekanisme pemberhentian antarwaktu dan pemberhentian
sementara angeota DFRK yang diangkal sesua denpan
ketenluan peralutan perutklang-undangan.

FPaszal 449

Angpota DPFREK vang boerhentl anlareakio sebagsimaca
dimaksud dalam Pazal 48 ayat (1} dganlikan aleh calon
angonta DPRK vanp urnitan peringkar berikut dalam dafrar
peringkat  hasil  scleksi scsual dempgan daserah
PUnREnEatannya.

Dalam hal calan anggota DPEK yang uritan peringkat
beribut  sebapgaimana  dimaksud  pada o aval o (1)
mengundurkan diri, meninggal dunia, atao tidak lagi
metneniihi ayaral sebagai calon anpgota DPREK, angpola
DPRK sebagannana dimaksud pada ayat {1) diganlikan oteh
calan angeora DPEK uraran peringkat berikat sesaad
dengan daerah penpanghkatannya.

Masza jabatan anpgota DPEK  ponggant anlarwaliig
melanjutkan  sisa  masa  jabatan angpota DPRK vang
digantikan.

lasal S0

Pimpinan DPRK menvam paikan nama angeota ODPFEK vang
diberhentiltan antarwoktu dan meongusulkan nams calon
pengeanti  antarwakiy kepada Bupati/Wali Kota, dan
ditcmmbuskan kepada Gubermur dan Menter.

(2] Paling - - .
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Paling lamhat 7 {tujuh) Hari sejak nenericna nama anggota
DPRR yang diberhentikan dan natne calon pengpantt
antarwaktu sebagaimana  dimaksud  pada ayat (L),
Bupati/Wali Kota menyampaikan nama anggota DPEK
vang diberhentkan dan oama calon penggantl antarwaling
kepada Gubernur dan ditembuskan kepada Mentern,

Paling lambat 14 {empal belas) Har sejals menerima usulan
dari Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada
ayal [2), Gubermtr sebagal  wakil Pemerintah  Pusat
mecrcsmikan pemberhentian dan penoanekalannyas Jengpan
Keputuzan Gubernut.

Sehelum memangkn jahalannya, angeota DPRK pengpanti
mengucapkan sumpal/ jan)i yang pengucapannya dipandu
gleh pimpinan DPRE sesuai dengan ketentuan peraturan
perandang-undangan,

Penggantian antarwakiu anggora DFRK ridak dilaksanakan
apahila sisa masa jabatan danpeea DPREK vang diganrikan
lurang dari & {cnam] kbulan.

Fazal 51

Dalam kumn walitu 14 [empat belag) Hari Bupali) Wali
Kola ridak menyampaikan nzma anggota DPRE vang
diberhentikan  Jden nema penggantt antacwalto
sebapaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), Gubermur
meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota
DFERK.

Dalam kuran walkin 30 ftiga puluh) Han Gubermar bidak

TeTEEITI kAT permnberhentian dan penganskatan
sebapaimana dimaksud dalam Pasal 50 oayar (1) dan
avat (3], Menteri  meresmikan  pemberhentian dan

pengangkatan angpola DPRK bordasarkan wsulan
pimpinan DFRK, Bupat;/Wali Kma, danfatan unatan
peringkat berikoat dalam dafiac peringkat hasil seleksi
sr5ual dongan dacrah pongangkatannya.

Baglan - . .
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Bagian Ketiga
Penpizian Anggota DPHRP dan DPRE vanp Diangekat

Faragral |
Syarat Calon Angpota DPRFP dan OFRK yang Diangkat

tasal 52

Sebap QAP vang mencalonkan din untuk diangkat sebapai
angecla  DIPRP atau DPFREK melalui melkanizme
prngangkatan hams memenuhn ayacat unnim den syarat
kbhuzus.

Srarat vumum sebagainmans dimalsod pada weal §L) setiagead
brerikoal:

a2, beriman dan bertagwn kepada Tuhoan Yange Maho Eza
vang dibukbkan dengan surat pernyataan;

b =zetia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Megara
Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kezatuan
Repubhk Indonesia yang dibulitikan dengan surat
pernyataan;

¢. OAP  dan  Dbeckewarganepataan [ndonesia  vang
berdamist oli Papua selkurang-kuarangnya o {lima)
tahun yang dibubktikan dengan karru tanda penduacdukc
dan sural keterangan domisili vaong dikeluavkan oleh
Dhztrik sctompat;

d.  OAP yanp borasal o dan subou-subol o wilayabo oslat
provins: bagi calon anpgola DFRFP dan berasal dan
sulu-sukn serta subsuku di Eabupaten/fkota hag
calocn angpota DPHE vang dibuktiban dengan sural
keterangan chavri Pemerintah DiacTah
Provinsi/ Kabupaten f Kota setempat:

e,  berumur paling rendah 23 [dus pulub himal 1abon
pada saat pendaftaran;

. berpendidilian . . .
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berpendidikan paling remizh selolabe menengah atas
alay sederajat vang  dibukitkan dengoan yzzah
dan/atan surat lain vang dipersamakan dengan
1jagah;

calzap  berbicara, membaca, dan menulis dalam
Bahasa Inddonesia vang dibuktikan dengan surat
pernyataan;

berintegritas, qujur, wrif, dan  bijaksana  ditandai
dungsn suratl pernyataan palkita integritas,

memiliki sikap dan keteladanan meoral yang baik
sebagai panutan masyarakat serta memiliki Kormitmmen
untuk melindungi dan memperjuanglan hale-hiak OAP
dan  Pendudok dalam  bingkal MNegara  Kesatusn
Republik [ndonesia ditandai dengan saral pernyatasn,

sehat jasmant dan kepiwaan yvang dihuktikan dengan
sural keterangan kesehatan cleh dokter pemeornntah
pada 1umah salkit pemerintah dacrah;

tidak pernah melakukan perboatan fercela yang
titviknkan  dengan surat leterangan catatan
kepolisian:

bebaz dari narketika, psikotropika, dan zar adilketit
vang dibukrikan dengan surat keterangan dari Badan
Markotika Nasional:

tidalk dalam status sebagm lersangka atau terdalowa
dan/alou  slalus behas  bersyarat dalam perkara
pidana vang dibuktikan denpan surat keterangan cac
kepolisian danygarauw sural kelerangan dari kKejaksaan;

tidak pernah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan
pulusan peneadilan yang berkekoatan hukum belag
karena melakukan tindak mdana vang diancam
dengan pidana penjara 5 (lima} cahiun acan lebih, yang
dibuktilkan dengzan surat keterangan dacl pengadilan;

o, tidalk . ..
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tidlak sedanp dicabut hak pelitiknya herdasackan
putuzan pocngadilan yanp telah mempunyal kelkuaien
hukum  tetap, yang dibukitkan  dengan sueal
keterangan dar pengadilan;

tidak menjadi anggeta dan/otan penguruz  partal
poditik dalarn karun waktu 5 (Lbma) tahun terakhir
danfatan dicalonkan sebagai calon anpggota Lewan
Ferwakilan Dacrah, Dewan Ferwakilan Rakyar, DPRE,
dan DPRK parda petmiliban vmoam yang dibaktibcan
denesn sural pernyataan:

bersedia bekerjm penuh waktu  rang  dibaktlikan
dengan surat pernyataan;

menyatakan secara tertulis pengunduran dirt sehagal
ABN, prajurit Tentara Nasiwonal Indonesia, anggots
Kepolisian Megara  Republik  [ndonesiz,  kepala
Kampung atau seburan lain, pengoras pada badan
usaha milik negara danfatan badan usaha milik
Jaerah serta badan/ lembaga lain yang anggarannya
bersomber dari APGN atan APBD sejak ditetapkan
sehagar calon anppota DPREP atan DPRK, wyang
dibukrikan dengan surat pernyaraan;

menyatakan sccara terlulis dak berprakik sebapas
akunian publik, advokat/npengacars, notaris, pejahat
pembuat akia tanah, daen tidak melakukan pekerjaan
penyedia baraneg dan jasu vang hubungannya dengan
kcuangan ncgara atau dacrah serie pelerasn lain
yvang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan
tugas, wewenang, hak dan kowapban stoagal anggota
LEEF atan DPEK sesuai dengan ketenbian peraturan
perundang-undangan yang dibuktikan dengan surat
pernyataan; dan

menyatakan secara tertulis tidak merangkap jabatan
sehagai pejabat negara laonnya, direlesi, komisans,
dewan pengawas. dan karyawan pada badan usaha
milik daerah =erta badan lain yang dangpdrannya
bersumber dart APBN wrauw APBD yang dibaklikan
derngam surdl pernysladan.

Paszal 53 _ . .
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asal 53

Ayarat kKhusus calon anggota DEREF otan DIPRE yong
disnpkat scbagaimana dimaksal dalam Pasal 52 avyat (1)
sebagran erikill:

a. memilikn pengctahuan dan  penealaman enlang
gitugsi dan kondisi sosial, politik, dan bodayas QAR
dalam peityvelengeataan pcmenntahan dan
pembangunan dalam rangka Ctonomi Khusuas;

b, memiliki  pengalaman dalam memperjuangkan
aspirasi dan hak dasar OAF di Provinsi Fapua
clan/ atau kabaiparen/Kota sekurang-kuranghya
dlalam 2 [lina] tabun terakhirg dat

« memilikl komiimen untuk memiibiak, melinduag, dan
memperjuangkan hak dan kepentingan QAP vang
dibuktikan dengan sural PEITIVE HHIL VAT
berzangluitan.

Syarat khusus sebagsimana dimaksud pada ayat (1)
bumf a dan hwaf b dibukiikan dengan surat keterangan
dari Pemerintal Pusal, Pemerintah Daerah, lembapa adat,
atau lembaga lain vang dialoai pemernmtaly.

Paragral 2
Dacrah Penganekatan den Alolkaszi Kurs

Fasal 33
Daerah pengangkatan anggeta DPREP bordasarkan pada
wilayah adar di provingi.

Wilayah adaet di provinsl sebagaimana dimaksud pada
aval [1] «ditetapken oleh Gubernur zetelah mendapatkan
pertimbanian darl RPRP dan MIKF.

Dalam hal BMEP di prowvinsi bkelum terbentul, vang
dipunakan perhimbangan DHREP.

Perrimbiangan dari DPEP dan MEP sebagaimana dimaksud
pada ayar (2} dan ayat (3}, disampakan kepada Gubernur
paling lammbat 30 {tiga puluh) Harn.,

(2} Malam . ..
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Dalam hal pertimbangan ddak disampaikan sampai dengan
bataz wakiu  sebagoimana  dimaksud  pacda ayar [4],
Gubernur menstaplan wilayah adat di provenst,

Seluruh proses penetapan daeral pengangkatan anggota
DPREP sebagaimana dimaksucl pada ayal [1], syar (2],
ayat {3], ayat {4], dan ayat (5) dilakukan poling lanbat
To (tajuh pulah lima) Hari.

FPasal 55

Dasrah pengangkatan angpnfa DEEK herdasarkan pada
persebaran suka, subzuku, dan kesatuan adat serta
budaya yoang ada di kabupaten/kata,

Dacrah pengangkatan sehagaimana dimakaad pada ayal (1)
ditctapkan oleh Bupatf'Wali Kotn setelah herkonsultasi
dengan Gubernur dan mendapatkan pertimbangan dari
TIFEK.

Eeonsultasi dengan Gubernur dan pertimbangan dan DPRE
gebapanmana dimekand pada ayar (2], disampaikan kepada
BupatWall Kota paling lambal 3¢ (tiga puluh) Harr.

Lialam hal pertimbangan don DPEK tidalk disampatkan
sAmpAl dengan balas walkio sebapaimana timakesod pAda
avat (3], Bupati/Wall Kota menctapkan dacrah
pensangkatan kabupalen/kala.

Seharuh proses penetapan dacrash penganpkatan anggotsa
DFEK sebagaimana dimaksud pada avat (1) ayat (2).
gval [2), dan zyal (4 dilakuken paling lambat 75 {tujuh
puluh lima) Hari.

Pasal 56

Fecnetapan alokasi kurs bapl selisp daerah peopanpkatan
vang, ada di wilavah adat di provinsi ditetapkan olch
Gubcrmur setelah mondapatkan portimobangan dari DPREP
dan MEP,

Dalam hal MEP di provinst belum terbentok, vaong
digvnakan perimbangan HAREP,

[3) Perlimbangan . . .
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Pertimbanpgan dari OFEP dan MRP sebapaimana dimaksul
pada ayat (1] dan ayat (2), disampaikan kepada Gubernur
paling lambar 13 {lima helag] Hari.

Dalam hal pertimbangan tidak disampaikan sampal dengan
batas wakru sebagamana dimaksud pada ayat (3],
Gubecrnur menetapkan alokasi kursi bagl setiap daerah
preapangaran wilayah adat di provinsi.

Penetapan alokasi kursi sebagsimana dimmaksud pada
ayat [1}, didazarkan pada perscharan suka, subsulog, Jdan
kesatuan adat serta budaya wilavah acdat i pravinsi.

Selgrub proses penefapan alokasi kursi angpota DERP
sehagaimana dimaksud pada ayatc (1} awvat (2], awvat (3],
ayat 4y, dan svat 5] dilakakan paling lambal 45 [empat
priluby Titra} Har.

Fazal 37¥

Penetapan alckasi loarsi bagl setiap daerah peonganghkatan
dl kabupaten/kota dicctapkan oleh Bupati/Wali Eofa
setelah herkonsultasi dengan Gubernur dan mendapatlean
pertimbangan dari DPEE,

Konsultasi  dengan Gubernur dan merelapaikan
pertimbangen dari DPEK sebagaimana dimaksud pada
ayat [1}, dilakukan dan disampaikan kepada Bupati/Wali
Kota paling [aunbat 15 {lima belas]) Harl,

[alam hal pertiimbwaopan dari DPRE bidak dizampaikan
satnpai dengan batas waktu sehapgaimana ditnaksud pada
arat [2], Bupabt/Wali Kota menctapkan alokasi kurs bagl
girtiap daerah penganpkalan di kahupatenkota.

Penetapan alokasi kuesi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), didazarkan pada persebaran sulwu, subsuku, dan
kezatuan adat serta budaya di kabopsaten ) kota.

Seluruh prozes penetapan alokasi kurs: anggoeta LBPREK
sebagammana dimaksud pada ayal (1], ayvat [2], ayal (3), dan
ayat 4] dilakukan paling lambat 45 [cmpat puabub himal
Hari.

FParapral 3 . _ .
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Paragraf 3

Panscl

Pasal 58

Pengisian angpota DPREP vang diangkat enelalu mekanisme
pengangkatan dilaksanakan oleh Pansel Provis.

Panscl sebagaimana dunaksud pada ayat (1) melaksanakan
gelelrsl secara terbuka, clekof, dan eisien berdasarkan
prinsip Keterwalkilan, mlil, dan demokracis.

Hansel sebagnimana dimaksud pada ayat {1) ditetapkan
eleh Meneri,

Pasal 5%

Kerentuan lebih  lanjut mengena  pembentukan  panitia
pemiliban unluk pelaksanaan pemiliban keanggotoan Panzel
Provinst distur dengan Peraturan Menten.

(1]

(<]

Fazal £

Membentukan Pansel  Provinsi  dilaluokan dengan
memperhatikan jadwal dan tahapan pemiihan anggota
DFRP mekanisme peormialiban .

['ansel Provinei berjumlah 7 [tujuhl orang vang terdivi atas
UTISLIC:

a.  akademist 1 (satu) orang yany ditunpuk oleh DERE
berdasarkan Keputusarn DPRP,

b, kejaksaan 1 [satu) orang vang ditunjuk oleh Kejaksaan
Tinge: i Provins mesing-masing;
c.  pemerintah daerah provinsi 1 |zatal orang yang

ditunjuk oleh Gubernur;

. keterwakilan bMasvarabat Adac 1 (sata] orang vang
dirunuk olch MEP berdasarkan Keputusan MEL;

e, ketoerwakilan . . .
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c.  keterwakilan percmpuan 1 [satu) orang vang hecasal
dar pengeat/aktivis perempuan yang dituniuk oleh

prid rlddy| Yang menvelengparakan UTLLRAT]
pemerintahan di birlang pemberdayaan perempuan;
tlar

f. keterwokilan Pemerintah Pusat 2 dual orang vang
ditunjuk oleh Menteri.

Lembiga danfalau popahnt negara sebagaimana dimaksod
pada aval (2] masing-masing mengusulkan 3 {riga) orang
calon anggotn Fansel Provins.

Usulan calen anpggota Panscel  Provinsi sebageimana
dimaksud pada ayat (3) dizampaikan paling lambat 240 tiga
puluh] Hart terlutung sejak panitia pemifihan keangzotaan
Pansel Provinsi dibentuk.

Fanitia pemilihan keangpotzen Pansel Frovinei melakukan
seleksi paling lama 30 {tigas puluby Hari.

Famihia pemilihan keanggotasr Pansel  Provinsi
menvampaikan haszil seleks calon terpilih angpota Pansel
Provinsi kepada Menteri paling lambat ¥ [tujuly Tari iniuk
mendapatkan penelapan dengan Keputusan Menier

Tata vara seleksi, materi seleksi, dan indikator penilaian
calon anggota Fansel Provinst diatur Iebih lanjut dengan
Perararan henreri.

Pazal £+1

Syarat menyadi anggoca Pansel Provinsi schagai beriloat:

=

beriman daty bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yane
dibkoikan dengan surat pernyataan;

sedin kepadna Pancasila, Undeng-Undang Doszar Megara
Fepublik Indonesia Tahun 1945, dan Negarm Kesaruan
Republik  Indonesia  yang  dibuktikan  dengan surat
PR Ny ALHET

tidak terlibat dalam  keanggotaan partal politik vang
dibuklikan dengan surat pernyataan;

berpendidikan paling rendah 51 (Strata L) yanyg dilioktikan
dengan jjazab danfatau surat loin yvong dipersamalean
dengan ijazaty

e beeramour ., L
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berumur paling rendah 20 {liga puluh) tahun pada saat
ditetapkan menjadi angeota Pansel yang dibuktikan dengan
surat pernyataan doey melampirkan kartu tanda peneduaduk;

schat jusmani dan kejiwaan yang dibulctikan dengan surat
keterangan kesehatan oleh dokeer pemerintah pada mmah
saldit permerintah daerah;

tidak pernah melakukan perbuatan tercela vang dibaktilean
glengan sural keferanpan catatan Kepolizian: dan

menvampaikan daftar riwayar hidup.

Pasal &2

IF'anzel Irovinsi zebelum melaksanalan tupss
riengcaphart surmpah S jang dipandu oleh Menteri.

Dalarn hal Menteri herhalangan, pengacapan sumpalyfjangi
angpota Panse| dipandu oleh pejabat yang ditumuk elch
Menterl,

Masa kerja Pansel Provinsi berakhir 3 [tiga| bulan serelah
menetapkan hasil seleksi
Pasal 53
Susunan Pansel Prosvins terditt aras!
a. 1 {zatu} orang ketua merangkap angeota;
b. 1 {=atu} orang sekretaris merangkap anggota; dan
c. 2 {lima) orang angzota.

Susunan Pansel Proving sebapoimans dimaksud  pada
ayat [1] ditetapkan berdasarkan musyawarahn dan mulakat

dan/fatau pengambilan keputusan dan selarubh anggora
Fansel Provinsi.

Pasal N4

Panzcl Provionst dalam penyelenpgaraan seleksi anggora
DPRFP dengan mekanisme pengangkatan bortugas:

a. menstaplan . .
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menelapkan  jadwal tahapan proses  seleksi dan
mengumumkan ke publik mclalui media celak dan
elekctronik serta media virtual lainnya;

melakykan verifikasi dan validasi terhadap dokamen
prravaralan:

menpumumkan ke publik nama calen angeota DFEFP
vang mengikutt  scleksi dan lelah mermenahi
prrayaralan;

nienyusan pedoman selelksi dan melaksanakan seleksi
bagi calon anggota DPRP vang diangkat mclalui
melanistne pengangkatan;

imengocndinasikan, melalizanakain, dan
mengendalikan selurub tahiapan seleksl; dan

menyerahkan laporan polaksanaan  tugas  melalo
sekretariat Panse] kepacda Gubernure dan ditetnbuskan
kepada Menteri, OPRP, dan MEP,

Fanscl Provinsi dalam ponvelengearaan seleks: angepola
DPFEPR denpan melanisome panganpkaran barwenang:

fl.

menerbatkan Keputasan  Pansel  Provinsi  umiok
mcngesahkan hiasil selcksi calon angpota DPRF vang
dipngkat melalol meksnigsme peoganglkaran;

Kepotusan  Pansel  sebagauanana  dimalkswd pada
hurui a, melompirkan nama calon anggota DEPEF
berdazarkan uritan  perningkat  hastl terbailk den
penalalan seleksi EIEAREY dengan tlacrah
pengangkatannya;

Kceputusan Panscl schapimana  dimaksud pada
huruf &, divmumban ke publik melaloi media cetalks
dan elektromik serta media virtoal lainnya; dan

mcnyampaikan nama calon torpililh dan calen toctap
anggnta DFKF kepada Menteri melalui Gubernur
untuk mendapatkan pocnctapan FenEcsahan
pengangkaran anggota DU'HE

1) Panzsel © ..
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Parise] Provinst mempunyai kewajiban:

A, melaksanakan tugds dan wewenang secara jujur, adil,
terbukn, doan tidak memihak dalam  pelaksanaan
zeleksi;

L.  melaksanakan jadwal tahapan proses seleksi detipan
tepat waktu,

¢ memperlabukan calon angegota DPRP yang diangkar
melalui mekanisme penganglkaran secara adil dan
setara; dan

4.  terbuka  terhadap  selurah informasi vang  telah
dizetujur oleh Panszel Provinsi untuk dipublikazikan
terkait  polaksanaan  seleks: angpota DPRP yang
diangkat melaha mockanizme pengangkatan.

Fosal 65

Panszel Frovinsi dalam melaksanakan tugas dan wewenang
dibaniu sekretariat Pansel Provinsi,

Perappkat  daerah  provinzi yang mombidang  urnusan
politik, pemerintahan upmam, dan kesatuan banpsa sebagal
sekrelarial Pansel Provinsi sebagaimana dimaksud pada
aval (1) yane ditetapkan dengan Keputusan Subermur.

Sckretarial Pansel sehapaimana dimalksnd pada ayat (2]
dapat dibanta oleh perangkat daerah lain sesuai dengan
kebuluhan dan beban kerja.

Pasal b6

Pengisian anggota DPEK yvang diangkat melalu mnekatismme
petgangkatan dilaksanaloan oleh Fanscl Kabupatenf kota.

Pansel sehagaitnana dimaksod pada ayat (1) melaksanakan
seleks]l serara ferbuka, cicktif, dan efisicn beordosarkan
prinsip keterwalalan, adil, dan demokrates.

Panse]l debagsimans dimaksod pada ayat (1) ditetapkan
olehr Gubernur.

Fusnl &7
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Pasal &7

Ketentuan lehih  lanjut  mengenai pembentukan panitia
petiliban untuk pelaksanaan pemilihan keangpotaan Pansel
Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Gubernur,

[

(2}

(3]

(4]

=

Pasal 68

Pembenrikan Pansel Kabupaten (Rote diladoakan denpan
memperharikat jadwal dan rahapan permliban anpgnota
DPEE mekanisme pemilihan muan.

Pansel Kabupalen/Kola bepgumlah 2 [lima) orang vao
tercitt 2%as U

a. aladlermist 1 gati] orang yang dimunjok oleh Gubarnare
bBerdasarkan Kepulusan Guler ool

k. Pemernntah Dacscah Provins: Papuaa reckeasr 1 {satu)
orang vang difanjul ndety Cralwernur,

¢, hejaksaan 1 satu] orang yang ditloguak oleh Kejalgsaan
Meper di Katmipaten [ Kota;

. Pemerintah Therah Kahupaten/Eota 1 (sata) orang
vang diturguk alety Buparn/Wali Kota; dan

. kEeterwalalan Masyoarakat Adat 1 [satu) orang yang
dinimjuk aleh MR herdasarkan Kepatisan MREFP.

Lembaga dan/atay pejabal negara sebapaimana dimabesgd
pada aval (2] masimg-masing wenguisalkan 3 (bgal arang
calon  angeola Pansel Kabupaten/Kota kepacda panitia
peritiliban keanegotaan Pansel Kabnwparen ! Kota,

Laulan e lom EATIRI R HEEL Ponaed Kabupalen fKaota
sebagaimana ditnalkand pada avat [3] dismmpaikan paling
lambat 30 [ga puldb) [leri tecbatgng sejak panitia
pemilihan keangpntaan Pansel Kabupaten Kota dibentuk.

Fanitia pemilihan keangotaan Fansel Kabupaten/Kota
melalukan sclckzr paling lama 630 [ciniam puluh) Hari,

{6] Panitia . .,
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Pamtia Pcmilihan Keangeotaan Panscel Kabupaten/Kota
menyampaikan penefapan hasil calon terpilih - anggeota
Pansel  Kabupaten/Kota  kepada  Gubernur dan
dlilembuskon kepada Menten, DFRP, dan MEF paling
latnbat 7 (nyguh) Har setefah ditetapkan,

Tata cara seleksi, materl seleksi, dan indikator penilaian
calon anggota Pansel Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut
terngan Perafuran Gubernur,

Fasal Hs

Gubernur  paling lambat 90 [sembilan pulabh] Han
menelapkan snggota Pansel Kabupaten/Kota tevhitung
zejak panitia petnilihan keanggotaan Pansel
Kabupaten/ Kota dibentuls.

Dalam hal Gubernur tdak menelapkan keangpotaan
Panzel Kabupalen/Katan sehoagaimana dimaksud  pada
avat (1), Menteri menetapkan Fansel Katupaten/Kota
berdasarkan penctapan hasil calon torpililh anggota Pansel
Kabupaten/Kota yang diretnbuskan aleh panilia pemilihan
keangpotaan Pansel Kabupaten/Hela  sebagaimana
dirnaksud dalam Pasal 65 ayat [3],

Pagul 7O

Syarat menjadi anggota Pansel Kabupalen/Kala, sebapal
Derikut:

.

.

beriman tan hectagiva kepada Tuhan Yang Maha Esa yvang
dibuktikan dengan surat pernyataan;

selia kepada Pancosda, Undang Undang Dasar Negora
Republik Indonesias Tahun 19435, dan Negara Kesatuan
Repubkhk  lndenesia  yang  dibukiikan  dengan surat
pernvatasan;

lidak terlibat dalarm keangpotaan partai pelitik vang
dibulktikan dongan surat pernyataan,

herpendidilzan paling rendah 31 (Strata 1) yany dibuktikan

dengan jjpezak danfalay suret lain yang dipersamakan
dengan ijazab;

e. brerumur., ..
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berumur paling rendah 30 (tiga puluh] tahan pada saat
diterapkan menjadi anggnta Pansel pang dibulkirikan dengat
sural pernyatzan dan melampirkan kariu tends prododuk;

schat jasmant dan kejiwaan yang dibuktikan dengan surat
keterangan kesehatan oleh dokter pemerintal pada romah
gakit pemenimiah daegrah;

lilak pernah melakukan perbuatan tereela yang dibukbkan
denigan surat keterangan catatan lkepolisian; dan

menyarmpaikan rlafrar rikayat hidup.

Pasal Y1

Pansel Kabupaten/Kota sebelum melaksanakan tugas
mengucankan sumpahf janji dipando nleh Gubernur.

Dalam hal  Guabernur berhalangan,  pengudcapan
sumpah/janji angzeta Pansel dipandu oleh pejabat yang
ditunjuk oleh Gubernur.

Masa kerja Pansel Kabupaten /! Kata berakhie 3 {tiga) hlan
setelah monctapkan hasi sclelos.
Fazal 72
suannan Panzel Kalmipaten, Kata terciri aras:
a. 1 [galu) erane kelus merangianp angeola,
b, 1 [zatu) orang sekretariz merangkap anggota; dan
. G [tigal orang anggota.

Husunan Panse]l Kabniparen,Kota sebagaimana dimaksud
pada ayvat (1) ditctapkan berdasarkan musyawarah dan
mufakat danfatau pengambilan keputusan dan selumah
angaota Panael.

Pasal 73

Fansel Kabupaten/Hola dalam penyelengparaan seleksi
angpots DPREK dengan mekanisme poenganekatan bertugas:

a. menetapkan ..
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menclapkan  judwal  Aghapan proses seleksi dan
mengumumkan ke publik melalui media cetok dan
elekrronik serta media virtual lainnya:

meclakukan verifikasi dan validasi terhadap doloamen
persyaratan:

mengumumban ke publik nama calon angeota DPFREK
vang meneikutl seleksi doan telah memenuhi
pPerzyaratan;

menyusun pedoman sclcksi dan melaksanalkan selekst
bagl calen anpgota LPRK yanpg diangkat melalui
mekanisme peigangkaian;

mengoordinasikan, melalkksanalan. dan
mengendalikan seluruh ftahapan selekai; dan

menyerahkan laporan pelaksanaan tupas melalod
sekretariat Panszel kepada Bupati/Wali Kota dan
ditembhuskan kepacla NIPRK, MREP, Gubernur, dan

Moenter.

Fansel Kabupaten/Kota dalam penyelengparaan selelsi
angpota DPREK denpan mekenisme  penopgaogkdlsn
beraenang:

2.

[x.

mencrbirtkan Eepnlousan Pansel KabupalenfKora
uriluk mengesahkan hasil sclekesi calen anpegota DIPRE
vang diangkat melalui mekanizme pengangkatan:

Kepatusan  Pansel sebagaunans dimaksod  pada
hurmaf a. melampirkan nama calon anggotan DPRK
berdasarkan urutan peringkat hasil rerbaik dari
pendlaian selelsg;

Keputusan Pansel sebagaimana  dimaksud  pada
humaf a, diurmumkan ke pulidlik melalud media celak
dan clektronik serta media virtual lainnya: dan

menyampaikan nama calon terpilih dan tetap anppota
DEK kepada Gubernur melalui BupaiinfWali Bota
untuk mendapatlian PENECApAn [engesahan
prnpanekatan angeota DPEK,

[3] Pansel . ..
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Panszel Kabwpaten/ Kota mempuny:a lewajiban:

a.  melakzanakan tugas dan wowenang sccars jupur, adil,
terhiuka, dan tidak  memihalke dalam pelaksanaan
selelcza,

b. melaksanakan jadwal tahapan proses selcks) dongan
tepat walkru;

. menperlakukan calon anggota DPRK vang dianglkat
melalui mekanizme pengangkatan secara adil dan
setara; dan

d.  terbuka terhadap  seluruh informasi vang  telah
disetujui ecleh  Pansel Kabupaten/Keota uniuk
dipubliktasikan terkail pelaksanaan seleks pngeola
OPEE YE changlar melalui mekanizme
pengangkatan,

Fazal 74

Panscl Kabupaton!Keta dalam melaksanakan tupas Jdan
wewenang dibantu sekretariar Pansel Kabupaten/Kota.

[*rrangkat dasrah  kabupaten/kota yane membidangd
urusan polilik, pemernnishan wroorm., dan Kesanean banpsa
sebapgal sekretarial Pansel KabupaienHota sebapairnana
dimalisud pada avat (1) vang ditetapkan dengan Keputusan
Bupati/Wali Knra.

Sekretarial Panzel sehapaimana dimaksud pada ayat (2]
dapat dibantu oleh perangkat daerah lain sesual dengan
Ketaithan fdan beban kerja.

Paragial 4
Seleks) Penpangkatan Anggota DPRP atau DPEK

Pa=al 75

Pengisian anggota DPRE alay NPRE yvang disngkat oelalhu
mekanisme pengangkatan didakukan melalni 4 jempati]
tahapan yaitu:

3. PUTiRLImATEn - -
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1. pengumuinan dan pengusulan calon;
L. werifilktas dan validasi;

. selekst; dan

d. pcoctapan angecta DPEF atau DPRE.

Tahapan proses pongumuman dan penguasulan calon
sebagumaona dimalsud pada avat [1] huruf a, dilakykan
dalarn bentuk:

a.  pengumuman dimulainya rahapan seleksi oleh Pansel
melalui media cetak, media elektronik, dan media
wirlual Jainnya; dan

B,  peovampaian wsulan berdasarkan wilayah asdat i
provinsl untuk wsulan calonm anpeota DPFRP dan
berdasarkan scharan suku serta subzsuku vang berada
di kabupaten lkota untuk usulan calon anggota DERK.

Tahapan wventikasi dan validasi sebagmumana dimaksud
pada ayat {l] hamf b, dilakukan dalam  bentuk
pemeriksaan dan penelitian dokuomen persvaratan calot
oleh Pansel Peovinsif Kabupaten ! Kota.

Tahapan seleks) sebagamana dimaksad pada ayat (1)
kurmat ¢, dilaktakan Pansel Provinsi antgk calen anppofa
DPRF dan Pansel Kabuparen/Kota untuk calon anggota
DPREK.

Tghapan pencrapan anggota DPFEF atan DFRK terpilih
sehagaimana dimakzud pada ayval {1] buraf d, dilakukan
olch Pansel ProvinsifKabupaten/ Koeta berdasarkan uratan
peringkat hasil terbaik dari penilaian seleksi.

Ketontuan lebih lanut mengenai pelaksanaan lahapan dan
prnetapan  anggota DOPRP atan DPRK diatuce  dengan
Feraturan Pansel,

Pasal ThH, ..



SK Mo DD%218 A

(1}

ey

3]

(4]

i&)

(1)

& 3

PRESI|DEN
REFUBLIFK INDOMNESIA

- 54 -

Pasul A

Pclaksanaan  penpurmnnan oleh Pansel sebagaimana
dirmaksnad dalam Pasal 75 ayvat (2}, dilakukan secara
serentak dengan menyebariuaskan informasi dirmulainys
tahapan  seleksi pengisian anggota DPRP atau DPREK
rmelalui mekanisme  penganpgkatan agar diketabui
masyarakat luas melalui media celak, media elekuwonik,
dan media virmaal lainnya selourang-kuranptiva 3 (Liga) Hari
brerlurat-lural.

Dsulan scbagaimana dimnaksad dalam Pazal 735 ayal (2
hurf b, dilakukan di setiap daersh pengangkatan pada
wilayah adat i provinsi untuk caloo anepola DFRP dan
usulan  pada  setisp daerah pengaogkatan i
kKabupalenfkota untuk calen angaala DERE.

Usulan sebaguimana dimalsud pada avat {2] dituangkan
dalam berita acars yang memudt kesepakaslan terhadap
calon angeota OFRF artau DPRK wvang diusulkan kepada
Panse] unluk mengikoti selebsi.

Penvampaian usulan sebagaimana dimaksud pads avat (3),
memperhatikan  keterwakilan  perempuan sekurang-
kurangnya 30%: [tiga pulah pecsen).

Usulan sehagammana dimaksud pada avat (2) dan ayar (3)
disampaikan kepada Pansel paling lambal 5 {ima) Hano
terhilung  sejak Kesepakuatan dituanglan dalam berita
acara.

Calon angeota DPEF arau OFRK yang dinsuikan mengiloati
selclisi schagaimana dimaksud pada avat [3) berjumlah
3 [ligab kali lpat dari jumiab alokasi kurs pada setiap
tdasrah penganglatan.

Fazal 77

Fanscl melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana
dunaksud dalamn Pasal 75 ayvat (3] terhedap administras:
dukummen dan dapar melakukan verfileasi faktual kepacda
lembaga/institus danfatag clemen masvaralar.

(21 Dralam . .,
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Dalarm kol venilikas: faktual sebagaimana dimaksud pada
ayat [1} terdapar colon vang dusuikan berhalungan tetap,
mengundurkan  ciri,  danSatau ddak ometnenuhi
persvaratan, maka yang borsangkulan Gdak ditkntsertakan
dalam vroses seleksi,

Fanszcl menctaplan calon anggota DPRP atau DPRK yang
akan mengidoati geleksi berdasarkan hasil verifikasi dan
validasi.

Pasal 7H

Panscl melabukan seleksi calon angrara TIPRP atau DFRK
setelaby menctapkan  hesil verifikasi dan validasi
adminmstrasi dokumen perayaratan.

Fanse] menynsun matert scleksi eatuk calon angpota DPRD
alau TWRK yang akan disampailkan zecara terrulis
dan/atay wWawancara.

Materi zeleksi sebapaimana dimaksuoed pads avat [2) paling
gedilkit memuat;

A, wawasan  kebangsaan  dan pemerintabhan dalam
Negara Kesanhlan REepublik Indonesia;

. kebijakan dan pelaksanman Otonent Khisos;
€. pemabAaman hukam, macal, dan coka;

d.  peran anggota DPRP atau DPRK melalui pengangkatac
sebapal  representasi kultural  dalam  mengawal
Lebijakan CHonomi Khusus: dan

€. penguasaan permasalaban dan jejaring di nasing-
rmasing dacrah pengangkatan.
Ketentuan lebih lanpuot menpgenai tata cara aclelzi, matern

seleksi. dan indikator penlaian calon angpota DPEP ataa
DIPRK diatur dengan Peraturan FPansel,

3] Dalain ..
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Nalam hal penyusunan peraturan Pansel sebagaimana
dimaksud poada avat {4) Pansel Provinsl berkonsullasi
dengan kementerian  vang  menyelenggaralkan  rieam
pemenntahan dalatn neeeri, dan Pansel Kahupalen/Kota
Berkonsultasi denpan Gubernur sebagai wakil Pemerintah
Fusat.

Paragraf 5

Penctapan dan Poengesahan
Angpola DPREP Melkanisme Pengonpleatan

Pusal 79

Papscl Frevinsi menelapkan hasil seleksi angpotan DERP
yang diangkal paling lambat 3 (liga) bulan sebelucorn
peoetapan krenist Pemiliban Umuam terhadap angpota
DFEF yang terpilih melalui pemilibhan urnum,

Fansel Provinsi membuat berita acara dan  Keputusar
Panzel Provinsi yang menectaphan calon angeota DFRF
terplihy fan calon anggeta DFRFP tetap secara berristan
berdazarkun peringkat hasil terbaik dari penilaiang seleksi,

Urutan peringkat hasil terbaik seboagaimana dimalksud
pada ayui |2} dibuat zesuai dengan daerah pongangkatsn,

Kepulusan Pansel Provinsi dan berita acars aebaguimana
dimaksud pada eval (2] disampakan kepada Gubernur
untuk ditetapkan dalam Kepatugan Gubernlic paling lama
Ftujuh) Hari setelah Keputusan Pansel dan berita acara
diterima olehy Gulernur.,

keputusan Pansel Frovinzi dan berite acars sebagaimanes
dimakzsud pada ayar {2] ditembusian kepada Menteri, MRF,
dan OPEP.

Kepulusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayal (4)
dibviat berdasarkan Kepatusan Panscl Provinsl dan Decita
acara Panscl Provinsi.

Gubernur  mengusulkan pengesshan penganglkatan
angpota OPRP kepada Menteri sesuai denpan Keputusan
Fansel sebagaimana dimalkznd pada avat {3).

(B} Keputusan .
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8]  Keputusan Gubermuar sebagaiinana dimaksud pada ayat ()
ditetapkan pmabng lambat 14 (empat belas) Han scjak
Kematusan Pansel diterbdticar.

Pasal &)

Dalam hal  Gubernare Aiddak  menyampaikan wusalan dan
menetapkan  Keputusan Gubernur  sehagaimana dimaksud
dalarn Pasal 79 ayar (7)) dan ayar (8), Menten melakukan
penetapan pengesshan pengangkatan herdasarkan Keputusan
Panse] Provins.

Marageal &

Penelapan Pengesahan
AnppHA DPREK Mekanisine Penganglatan

Fazal H1

|11 Pansecl Kabupaten/Kora ienclapkan hasil seleksi angpota
CPEE yang diangkat paling lambat 3 {lies) bulan sebetum
penetapan Kemisi Pemilihan Omum terhadap appgsota
DFRE yang terpilit melalu pemilihan wimim.

(£ Pansel Kabupaten/Kola membuat berita acars  dan
Keputuzan Panscl Kabupaten/Kota yang menetapkan
ralon anggota DEEK terpilih dan ealon anggota DPRK tetan
secATA berurutan berdusarkan peringlat hasil terhaik dan
penilaian seleksi,

(3 Umatan peringkar hasil terbaik sebapaimana dimaksad
pada ayal [} dibuart sesuai dengan dacrah penganeglaran.

(40 Kepurusan Pansel Kabupaten/Kota dan  berila acara
selmgaimana dimalksud pada ayatl (2) disampailian kepada
Bupati/Wali Kola untuk ditctaplean dalam  Keputusan
Bugpal /Wall kota paling lama 7 [hyjuh) Harl setclah
Kepulasan  Pansel  dan berita seara diterima oleh
Bupall/ Wali Kaota.

(5] Kepmalusan .,
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Keputuzan Pansel Hahupaten/Eota don Terita acara
sebagaimana dimaksud pada avat 2] ditecmbuskan kepada
bMienten, Gubernur, MER, dan DPEI.

Keputusan Bupati/Wali Kola sebagaimana dimaksud pada
ayat 4] dibuat berdasarkan Keputusan Pansel
Kabupaten/keta dan berile acara Panscl Kabupaten/ Kota.

Bupah fWal Knta mengusulkan pengezahan pengangkatan
anggota DFEK kepada Gubernur sesnai dengan Keputusan
Pansel sebagaimana dimalisad pada ayat (2).

Eeputusan Bupati/Wali Kota scbagaimana dimaksud pada
ayat [6) diterapkan palmg lambat 14 [empat belasy Hari
sejak Kepalusan Pansel diterbitlcan.

Fasal B2

Dalam hal RupatifWali Keta tidalk menyampaikan wslan
dan menctapkan Keputusan Bupati/Wali Kot
sebagaimana  dimaksud  dalamn Pasal 81, Gubernur
tnelaltukan pocnctapan  pengesahan pongeophatan
berdazarlzan Keputizan FPansel Kahupaten/Kata,

Dalatn kal  Gubernur tidsk melaloukan penetapan
pengesahan pongangkatan sebagaimana cdimaksud pada
ayat {1] dalam kuran waky 30 [tie: pulah) Ha, Menten
melalaikan Fnelapan progeszahan pengangkatan
brrdasar<an Keputusan Pansel Kalnupaten/ Kola.

Parngruf 7

FPendanaan

Pa=zal 8§31

Fendanaan  pelaksanaan  seleksi keanpgporaan DPRP
mechkanisme  pengangkatan dibebankan pmaeda APBLD
provingd.

(2} Pendanasan . . .
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Pendonaaty pelaksansan seleks) keanpgeotaoan DPRE
mekanisme  penganpkatan dibrbankan pada AL'BL
kabupaten Kola.

FParagraf 8

Mekanisme Gugatan Perzelisilian Hasil Seleksi Pansel

Fazal Hd4

Pcngajuan gugaftan ates sengkela tata usaha negara ke
Pengadilan Tinggi Tata Wsaha Negara diakuolan paling
lama 3 ftiga) Han setelah dikeloarkannya Keputusan
Gubernur/Dupan fWali Kota  sebagaimana dimaksud
dalim Pagal 79 wyal [4) dan Pasal 81 avat (4.

Pengajuan dan pelaksanaan gupgatan amas senghela taln
usaha negara ke Pengadilan Tinggi Tata Usahe Nepara
dileksanzkan scsual dengan  kerenbilan  peraturan
perundang-undangan.

Gubernur/Bupati/Wali  Kora  wajih - menindalklanjuti
putusan Pengaclilan Tinggr Tata Usaha Nepara atas pugatan
sebagaimana dimaksiad pada ayal {1) paling lama 7 {rujuh)
Hari.

Ealk IV
BADAN PENGARAH PERCERPATAN PEMBANGUMNAN
OPOMNOMI KHUSUS PAPLA
FPasal 85

Dalam ranpka zinkronisasi, harmomsasi, evaluasi, dan
koaovelinas:  peroeprian prembanpunan dan pelakssnaan
Dtornumi Khusos wilavah Papua, dibental Badan Pengarah
Percocpatan Pembangunan Otenoru Khuaus Papua.

2] Binkronisast . ..
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Snkranizast, harmmonisaszi, cvaluasi, dan keordinasi
schagaimana  dimaksud  pada ayvat (1) melipat
pelentanzan.  polaksanaan,  serla pembingan dan
pohgawasan pereepatan pembangunan dan pelaksanasan
Oonemi Khnsus wilayah Papua,

Badan Pengarah  Percepatan Pembangunan  Chonomi
Ehuzus Papua schagaimana dimaleswed pacla ayat (1) berada
di bawah dan bertanggung jawah lepada Presiden.

Fasal 856

Hudan Pengarah  Percepatan  Pembangunan COtonomi
Khusus Papus sehagoimana dimaksud dalam Pasal 25
avat (1| terdiri aras:

B Retaa T Wakil Presiden;

I Anggota 0 1 menfreri yang menyvelengearaloan
urusan pemerintahan dalam negert;

2. mentern VAT menyelengsaralian
urusan  pemeriniaban di bidang
perencanaan pembangunan nasional;

J. menténi yang  menyelenggarakan
uruzan  pemerinfahan di bidang
keuangan; dan

4. 1 dsafue] rang perwakilan dari setiap
provinai di Provinsi Papua,

Untulke membania  operasionalizosi pelaksanaan  lagas
Badan Pengarah Percepatan Pembangunan  Otonomi
Khusils Popun zchagaimona dimaksad pada avat 11)
difunjuk sckretaris cisetoutif,

Roangeotaan dari Gudan Pengarah ercepatan
Pembangunan Otonomi Khusus Papya schagmmans
dilalsud pacda ayat (5] ditetapkan dengan Keputusan
Presiden,

neal 87 ...
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Pazal &7

Angenta perwakilan dar serap provinsi di Provins: Papun
sehagaimana dimakzud dalatn Pasal 86 ayat {1] hwuf b
angka 1 bBerasal darp OAR,

Angiuta perwalilan dari aetiap peovinsi di Provinsi Papua
schagaimana dimaksod peada ovat |1) bulion berasal dari
pejabal pemeniniahan. Dewan Perwakilan Eakyal, Dewan
Ferwakilan Dacrah, DPRP, MEP, DPFRK, dan anggota pactai
politik.

FPasal =&

Lntalk  membaniu dan mendulung Baldan Pengarnh
Peccepatan  Pembangunan  Qronomi Khusuz Papua
tibentuk sekrecariat.

Sekretarial  sebagaimana dimaksad  pada oayat o (1)
rpempunyal tugas memberikan dukungan dan fasilitasi
pelaksanaan  tuges Budan Penparah Percepatan
Fermnbangunan Oronomt Khusus Papua.

Sekretariat  sebagaimana dirgaksud  pada ayar (1)
dilaksanakan oleh instansi vornkal vang dilunjuk pada
kemenierian VAT menyelengraralan LIsan
pemerintaban di bidang kenangan.

Sekretacial sebagaimans  dimaksod  pads oawar (1)
Derkedudukan di Papua.

Sekretariat sebapsimana dunaksud pada ayar (1) dipimn
aleh kepala sckretariat.

Fasal 859

Dalam peloksonioan smkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan
koordinas percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi
Ehiusus Papua sebagaimana dimaksid dalam Pasal 23 avat (1],
denmgan  portimbangan  efeklivitas  den clisicusi  dibentuk
Lelornpok kerja di daerah.

Casnl 0. .
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Ketentuan Iebih lanjut mweopegal susunan organisasi, wugas,
fungst,  dlan teta kerja Badan Pengarah Percepatan
Fembangunan Otanomi Khusus Papus, penunjukan seloretaris
cksckutif, pembenrukan kelompok keoa, dan sekretariat, serra
Keangeolsan perwakilan dari setiap provinsi di Provins: Papua
diatur dengan Peraluran Presiden.

Pasal 91

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelalsanaan nigas
dan funpgs Badan Pengorah Peccepatan Pembangunan Oronomi
Khusus Fapua bersumber dan APBN sesuai denpgan ketentuan
peraturan perundang-umklangar.

OAR W
FEMEEARAN DATLRAH

Bagian Kesatu

Femebkaran Lsulan Pemerintalh Laerah

Pasal 92

[1]  Pernekarsn doeral provinzi dan kabupaten/kots meonadi
prewinsi-provins dan kabupatengkota dapar dilakukan
atas persetujuan MRP don DPRP setclah memperhatikan
dengan sungguh-sungeuh kesartuan sosial-budaya,
kesiapan sumber daya manuzia. kkemampuarn ekonoemi. dan
perlembangan pada masa vanp akan datang,

{21 Dalam hal pemekaran  zebapgaimana  dimaksud  pada
ayat (1), Gubermnor memberikan portimbangan kepada
Pemerintah Puzat.

(3 Poemmekaran dacrabh o provins: dan kabuapaten//kota
sebagaimana dimaksad  pada weat (1] dilakualoan
Lerdasarkan ketentuan vaag diaiar dalam Doedang-Undang
mengenai penerintahan dacrah.

Basian . ..
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Bagian Keolua
Fermnelkaran P'rodoarsa Pemenintah Pusad

ilan NDewsn Pereakilan Eakorat

Prasal 93
Fermnerintah Puzat dan Dewan Perwalulan Radoyat dapat
mclakulkan pomekaran tlaecal Provinsi dan

kabupaten kota di Provins Fapua memjadi daerah otonom.

Permckaran daerah sebapaimana dimaksud pada ayst ()
dihygukan untalke

b

tempreTespat pemerataan pembanpgunan;

o

mempercepat peningkatan pelavanan publik:

r. mempercepat kezsejahteraan masyarakat; dan

—

L. meneangkat harkat dan martabat OAP.

Femnekaran daerah sebagaimana dimaksud pada avat (1)
memperhatilkan  aspek polink,  administratif,  hukam.,
kesatuan sosial-budaya, kesispan sumber daya manusia,
infraztrukrur dasar, kemampuan ekonomi. erkembangan
dl masa yang akan datang, dan/atau aspirazsi masyarakoat
Papsia.

Pemekaran daerah  provinsi  dan kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat [1} dilakukan lanpa
ielalul tahapan daerabh persiapan dan tanpa hams
themenlhi prrsyvaratan dasar lan persyaratan
adminstratit sehagrimans diatur dalam Undanp-Undang
mengenal pomerintahan daerali.

Pasal G4

Dalam hal terdapal persamaan naima daerah danfarsn cakopan
wilayab usulan daerah pemekaran anlara usulan pemclkaran
daerabh proviosi dan kabupaten/kota sebapaimana dimaksad
dalarn Pasal %2 avat [3] dengan wgsulan pemckaran daerah
sehagaimona dimaksud dalam Pasal 93 avat (11 dilalkatkan
dengan melanisme pomcekaran dacrah becdaserkan ketentuan
Fazal 23 ayval (4),

Fasal 95 . _ .
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Pasal 95

Menlen inenyiapkan kajian usulan pemekaran daerah yang
menjadi inisiatif Pemerintah Pusat schagaimana dimaksud
dalam  Pasal 93 ayat |1] dengan  mempechatikan
aspek-aspek  sebagaimana  dimaksud  dalam Pazal 93
ayar |3).

Hajan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dibahas dalam
sidang DPOO.

Sidang DPOLDY schapaimana  dimalksud pada avat |2
membetikan pertimbangan berupa rekomendasi kepada
Presiden terhadap rencana petnekaran dacrabh pravinsi dan
kahupaten fkota.

Dalam hal Presiden mmenyvetujui usulan pemekaran daerah
previnsi dan kabupateny kota sebagaimang dimaksud pada
ayat (3}, Menlen menyiapkan rancangan undang-undang
mengenal pembentikan dasrah.

Pasal 96

Dalamn hal Presiden mencerima rancanga: ondang-uielang
mengenal petnbentillan dacrah vang disampaikan oleh
mimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden menugaskan
Menforn dan/atau para menteri untuk mewakili dalam
pembahasan  rarcangsn undsng-uwndang di Dewan
Perwakilan Raleyat.

Sural Presiden mengenal penngasan menteri schagaimana
dimaksud pada aval [1) disampaikan kepada pimpinan
Dewan Penwakilan Rakyat dalam jangka wakiu paling lams
&0 {enam puluby Han rerhitung sejok tangpal surat
pdm pinan Dewan Perwakilan Rakyal dilerima.

Tata cara pembabasan dan penpesaban penocanesn
undang-unduang mengcnal pembentukan daerah
dilaksanakan  sezual  dengan  ketentuan  peraluraEn
petundang-undsnpan mengenst pembentukan peraturan
perundang-indangan dan Peraturan Dewan Perwaokilan
Ra]-::_',-'at tentang Tala Terlib Dewan Peowalkialan Raloeat.

Pasal 97 . ..
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PPasal 97

FPemerintah PPusac melaksanakan percsmian daerah dan
melantik penjnhat Kepala Dacral setelah undang-undany
petmbentukan daerah divndangkan.

Perezmian daerah doun pelantikan penjabat Kepata Daerah
sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dilakuksn paling
lama & denam)  Lulan  sctclah undang-undang
pembentukan daeruh dandanglan.

Pasgal o=

Pendanaan yany diperlukan dalam rangka pembentukan
dacrah bersumber dari:

. untul pembeniukan provinse bersuomber dan AFBN,
APED kabuparenfkota vang menjadi caluparn ealon
daerah provinsi, dan banluan APRT provinsi:

b.  untuk pembeniukan kabupaten; kota bersumber dan
APBN, bantuan APBD kabupaten, keta indul, dan
bantuan APBD provinsi.

Fendanaan YHTL diperlulan dalam rangka
penvelenaparaan pemerintahan pada dacrah otonom hasil
pemekaran berasal dari

a.  bagian pendapatan dani pendaparan asli daerah induk
yany berszal dari dacrah etonomn hasil pemckaran;

b. penerimasn dar] bagian dana penimbangan dacrah
induak:

penicrimaan dalam rangka Otonoemi Khusus;

d.  bantuan pengembangan daerah vaog bersumber dari
APBM; dan

oo sumber pendapatsn laing vang sah scesasad dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9o . .
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Paszal Qi3

Malam rangka pelaksanaan pemekaran caergh
schagaimana  dimeksud  dalam  Pasal 93 avat (1),
Frmeonintah Masat, daeral induk, dan daerah otonom hasil
permekaran mempunyai kewajihian dalam penyelengegaraan
pemerintahan Joaerah.

Ketentuan lebilt lanput METIECNA! kewaijiban
penyelenggaraan  pemerintahian daetnh sebagaimana
dimakand pada avat (1) diatur dalam undang-unmilang
petnbentukan Jacrah,

Mazal 104}

Menten melabukan pembinaan, pengawasan, dan cvaluasi
rerbaddap  duerah provinsi dan kabupatenjkota  hasil
prernekaran dan daeral indol.

Menteri dalam neelakukan prmmbinsan, pengawaszan, dan
cvaluasi  sebagaimana dimaksud pada  avat (1)
berkoardinasi dengan kementerian teknis terkair.

Pamerintaty Pusal  menvampaikan rerkembangan
petnbinazn. pengawasan, don evaluasi  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} kepada Dewan Perwakilan Ralkorat
dan Dewsn Perwakilan Daerah.

Kelentuan lebih lamjur mengenai tala cara pembinaan.
pcngawaszan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayar {1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI
FEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Petnerintah Pusal melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini.

2] Prmbinaan . ..
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(2] Permhinaan dan pengawasan ummym pelaksanaan Merateran
Prinerintabh oleh Pemerintah Pusal sebagaimana dimaksud
padda ayrat {1 dilaksanakan oleh Menteori,

(3} Pembinaan dan pengawaszan leknis pelaksanaan Persiuran
Femerintah olehy Pernenintah Pasat sebagaimans dimaksuod
pada avat (1) dilakukan oleh menteri teknis.

4] Guberbur sebagai wakil Pernorinieh Pusat melakokan
pembinaan  dan  penpawasan  lerhoadap  pelaksanaan
FPeraturan Pemerintah ini di kabupaten fkota.

i=h Penhinaan dan pengawasan scbagaimana dimaksud pada
avdl (1} secara nasional dikoordinazilean oleh Menlor
Pasal 102

Pembinaan cleb Menteni dan menteri lerkait sebagaiinane
dimalksud dalam Pusal 101 ayvat {2) dan ayat (3] termasuk
dukungan teknis dan penetapan notma, standar, prosedor, dan
kriteria yang betrsifar khususz bagi Proving Papua,

AR VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 103
Fada sant Peraturan Pemernintah ini muolai Lerlaku, semuaa
ketentuan  peraturan  perundang undangsn  vang  mengatur
mengenai pelabsapsan kebijakan Otaromnt Khusus Provinsd
Papua tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan denpgsarn
ketentuan dalam Peraturan Femerintah ind.
Pagal 114

Petaluran  Femerintalh ot mwlad berlsaho pada tanggal
dinndangkan.

Apar
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pengundangan Peraturan Permerintah i dengan

pencmpatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

[hietapkan 41 Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2021

FRESIDEN REFUBLIK INDONESIA,
ttd.

JOKO WIDO RO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktaber 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ABAS MANUSIA
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PEMNJELASAN
ATAS
FEREATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
HOMOR 106 TAITUN 2021
TRNTANG

KEWENANGAN DAN KELEMBAGAAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN
QTONCM] KHUSUS PROVINST PANTA

I LIMMUM

Unruk merespon perubaban politik. sosial, dan budaya Jdi Papua serta
untuk memberikan Kepastian hulbum atas keberlanjutan dana (Henomi
Khuzes vang digunakan untuk membiayai pembangunan di Provins Panus
tclah diundanygkan  Undang-Undang MNemor 2 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua etas Undang-Undang Nemmor 21 Tahun 2060 tenlang
Qronatty Khusus bapgl Provinsd Papua pada tanggal 19 Juli 2021 vang
merupakan  penyempurnaan terhadap Undang Undang Nomor 21
Tahun 2001 tentang Qronomi Khusus hapi Provins Fapua.

Peraluran Pemeérintah ini ditctapkan untui melaksanakan Pazal 4
ayat {r]. Pasal & avat {G], Pasal 6A avar (6], Pasal 56 aval (9. Pasal 54
ayut {8, Pasal 684 ayat (4. dan Pasat 76 Undang-Undang Nomer 2
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undzng-Undang Nomaor 21
Tabhun 20 wntang Gtonami Khusws bagr Provinzi Papua yang berbujuan
untuk memostiikan jalannya pemerinishan di Provimsi Papua agar dapat
berjalan lebih efekiil dan ofisicn serta untul memberikan dasar pelaksanaan
kelthususan bag Pemerintah Daccah Provinsi Papua dan Pemerimtah Cacrah
Kabupatenf/Kora, yang mengslur mengenal pelaksanazan kewenanpgan
I'reving Papma dan kabupateny kota i Provinsi Papua vang bertujuan uniuk
membenkan penegazan pemibagian kewenangan antara Pemerintah Daerah
Provinsd Papua dan Pemenntah Daerah Kabovaten /Kota sehingsga jalannys
pemerintahan oy Provinsi Papua dapat berjalan dengan bailk.

Peraturat . - .

Sk Mo 005834 A
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Peraturan Pemeriniab ind juga mengatur mengenai mekanisme dan tara
cara pengision anggota DPRP doo DPRK vang diangkat darn OAP. Dengan
tickake aclanys partan politik lokal di Papua, maka pengisian kursi anggota
DPRF dan DPRE dan QAP diharapkan dapat meningkatkan akses OAP
terhadap politik dan pemerintahan sehinpgga melahirkan kebijakan yang
PHa-OAP. Selama inl pengaturan lerkait dengan pengisian karsi DPRP dari
pengangkaran AP dialur dalam Perdasus yang pada prakeikova selalu
mengalami keterlambatan karena konflik yung berkepanjangan akibat
ketidakiclasan mekanismenya.

Pengatyran flengenal mckanisme pemekaran cdacrah provins: dan
kabupaten /kota di Papua dalam Peraturan Pemenntah ini bertujuan untuk
mempercepat  pemerataan pembangunan,  mempercepat  peningkatan
pelavanan publik, memporcepat keseyahteraan masyaralkeat, dan mengangkat
hiarkat dan martabat QAP yang dilakukan tanpa melalui mekanisme vang
telah diatut dylam Undang Undang mengenal pemenintaban dacrali,

Fermbentikan Badan Fengarah Percepatan Pembangunan Otonomi
Ehusus Papua ditujukan gntuk melaksanakan sinkronisasi, harmaonisasi,
evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan  pelalksanaen
Otonormi Khissus di wilayah Papua, vang berada di bawsh dan bertanggung
Jjawak kepada Presiden. Selain itu, pembentukan Badan ini diharapkan dapat
menghindasn  terjadinya tumpang tindih kewenungan dan  penguatan
pengawasan lerhadap penyelenggaraan pembangunan dan Mooemi Khosas
di Provinzi Papua.

IT.  FASAL DEMI PASAL
Paszal 1
Cukup elas.

Pasal 2
LCukup jclas.

Pnsal &
Citkan jelas

Pasul 4

Cukup jelas.

FPazal 5. ..

SK Mo D575 A
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e

Cukup jclas.

Fa=zal &

Ayl (1)

Yang dimaksud dengan "masyarakat penyelenggara pondidikan”
adalah lembaga keagamaan, badan hukum bersifar mirlaba, claco
kelompok masyarakal  alag perorangsn yang  menmenuhi
persyaratan  sesual denpan  ketentuan peraturan  perundang-
undangan,

Ayal {2)

Pasal T

Cukup jelas.

Axyat {1]

Famenuhan g dengan kualihkas akademik: dan kompetensi
pendidik paling rendah lulusan pendidikan menengah dan telah
mengikurl peodidilsan g selama 2 [dua) lahan di lembaga
pendidikan yvang ditetaplan oleh Pemerintah Pusat menputamalkan
puru vang berasal dari OAP.

Ayat [2)

Cukup jelas,

Ayal 3]

Cubup jelas.

Axrat [4]

Cukup jelas,

Avat (3]

Cukup jelas,

Aoval [6)

Sk Mo DOS5836 A

Cukup julas.

Pagal 5. .,



Pasal &

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 11}

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukuap jelas.

Pasal 12

Cukup jclas.

Pasal 13

{ulkup jelas.

Fazal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Clukng jelas.

Pasal 16

Cukup pelas.

Paszal 17

Cukup julas,

Pazal 18

Cukup clas.

SK Mo 005837 A
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Pasial 119
Culkup yelas,
Fasal 20
Cukup jelas.

Pazal 21

Cukup jolas,

Pagal 22
Cukup jelas.

Fasal 23

Cukip jelas,
Fazal 24

Cubup clas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 268
Avat {1]
ukup jelns.
Avat (2

Yung dimaksud denpan “pelayanan publik™ adalah kegiatan atan
rangkaian kegisdan dalam penienuchan pelayvanan.

Avat (3]
Humf a

Culoup jelas.

Hural lx . ..

Sk Me 05838 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDOMNESIA

-y -

Humil b

Perangkat destrik wang  berrugss/herwenang di bidang
perizinany herkoordinas: dengan perangkat dacrah
kabupaten{keta yanp menangan: urusan penanatmat ol
tlan  pelayanan terpadu salu pintu dalam melalkukan
petidaftaran perizinon berusaha dengan menggunakan hak
akses  yang dimiliki oleh pelaku usaha  paling  lamnas
10 [scpulubt Hari setelah pendaftaran dilerima oleh pelaku
usaha yang mernbert kuasa pengajuan perizinan berusoha di
daerah termasuk pembuatan hak okses bagi pelaly usaha
baru.

Huruf «
Culkup jelas.
1Tural d
Cubkoup jelas,
Hurut' e
Culoap jelas.
Hurul f
Cukup jelas
fAvat 1]
Cnkup jelas,
Avat {5]
Cubkup jelas.
Ayt i)
Cukup julas.

Fazal 27

Cukup jelas.

Fasal 28
Cubkup jelas,

Pusal 29, .

S Mo 005839 &
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Pasal 29
Culiup jelas.
Pazal 30
Cukup jelas.

Pasnl 2]
Culiiap jelas.

Masal 32
Avak 1]
Huruf a
Cubkup jclas.
Hhamaf T
Tang dimaksud dengan “dari unsur OAP” dalam ketentuan im
adalah perwakilan masvarskat adat i wilavah provins dan
tidak sedang memadi angeota  partal politik  sekurang-
kurangnya 5 [lima) tabun sebelum mendaftar seliagai calon
angegota DRI
Avat {2]

Yang dimaksud dengan “5 {lima) 1ahun dan herakhir bersamaan
dengan masa jabarag anggota DPRE vang dipilin® dalam ketentuan
im adalah maza jabatan angpots DPRF yang diangkat tidale boleh
herbeda dengan masa berakhir jabatannya dengan anpgma DPRP
yang dipilih.

Ayal ()
Cukup jelas.
Avat [4)
Cukup jelas,
Avat {3)

Cubug relas.

Asat (8) . ..

SK No 005340 A
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fipat (6]

Cukup jelas,

Fazal 334

Cukup jelas.

Fasal 24
Cukuap jelas.

Pasal 35
Avat (1]

Yang dunaksud dengan “Y |satu per empar] kali dduri jumlah
angecta DPEP® dalam ketentuan i termazuk dengan komprsis:
gekurang-kurangnya berjumlah  30%  [tign  pululh  persen|
kererwakilan perempusn,

Avut (2]

Cukarp pelas,
Moyvat |3

Culiup jelas.

Fasal 36
Aat (1)
Cukup jelas.
Avat (2}
Cukup jelas.
Ayal [3)

Bahwa pengucapan sumpah/jangi tetap dilaksanakan bagi calon
anggata DPRP yang tidak ads gugatan sengkoeta hasil selcksi Pansel
Frovins.

Avat (4]

Culoup jrlas.

Pasal 27 . ..
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Pazal 37
Avar (1)
Culiup jelas.
Avat (2}

Vang dimaksud dengan “szesuail dengan kelentuan peraturan
petundang-undangan” dalam ketentuan ol adalah mckanisme
kerja Kelompok Khusus sama dengan mekanisime kerja fraksi yang
lefah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ayat [3]
Cukup jelas.
Ayat [4)
Cukup jclas,
Pasal 3R
Culap jelas.

Fasal 39
Aol (1]
Culkup jelas.
Avar 2]

Dalam hal vratan  berikotnya sudah tidal ada maka  tidak
dilakukan pengisian.

Avat |3)
Cukuyp jelas.
Paszal 40

Cukug jelas,

Pasal 41 ., .
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Pas=al 11

Cukup pefas.

FPusal 42
Ayat 1]
Huruf a
Cubkip jelas.
Hurut b
Yang dimaltzud dengan “dari unsur QAP dalam ketentudan in
ndalah perwakilan Maswvarakat  Adat d1 wilavah
kabupaten,/kota don tidak scdong menjadh angegota portol
politik sekurang-lurangnya 3 [(lkma} tahun sebelum mendattar
scbagal calon anggola DPRE.
Aval (2]
Tang dimaksad dengan “5 (lima) tahon dan berakhiv bersaimaan
denpan masa jaharan angpeda DPRK vang dipilih®™ dalam kerertnan
ini Acalah masa jsbatan angenta DPRKE yeng diangkat tdak oleh
berbeoa denpan masa berakhir phatannya denpan angeots DPERK
vang dipuih.
forat |3
Culap jelas.
Avat 4]
Cukup jelas.
Ayl {5
Cukup jelas,
Avat {6]
Cukup jelas.
Poasal 43

Culkup jelas.

Pasal 44 . . .
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Pazal 44

Cukup jelas.

Pazal 45
Ayac (1]

Yang dimaksud dengan *%% (satu per empat]) kali dari jumlah
angpota DPRK™ dalamn ketenluan im termasuk dengan komposisi
sekurang-kurangnya  berjumlah  30% [tign puluh persen)
keterwakilan perempuan.

Avar [2)

Culup jelas.
Axvat [J}

Cukup jelas.

Pasal 46
Avat [1]
Culkup jelas.
Ayat [2]

Bahwa penpicaphian sumpah/fjam telap dilaksanakan bap cadon
angeota DPRK yang tidak ada pupgatan senghketa hasil seleksd Pansel
Kabupaten fHota.,

Aval [3]
Culup jelas.
Avat {4
Cukup jclas.
Pasal 47
Ayat 1]

Cuboup pelas.

Ayat (2] ...

SK Mo ODD3844 A
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Awat [

Yang dimaksud dengan “sesuai denpan kerentuan peraturan
perundang-undanegan” dalam kctentuan mi adalan mekanieme
kera Kelompok Khusos sama dengan mekanisime kerja fraks vang
telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ayt |3)
Cukup jclas,
fAvar |d]
Cukup jelas.
tosal 42

Cukup jelas

Pasal 49
fyat | 1]
Cukoaypr jelas.
Avat |2
Nalar kel umutan berikoimya sudah edak ade maka lwdak
dilakukan pengisiar,
Ayar 3]
Culkup |elas.
Pagal 50}

Culoup jelas.

Fasal 51

Cukup jclas.

Pasal 52, .
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Fasal 53
Avat 1]
Cukup pelas.
Ayak |2
Hurul a
Cukup jelas,
Hutul b
Cukup jelas.
Hurul ¢

Yang dimaksud denpan “herdomesih di Fapua sekurang-
kuranpgnya o [limap taho™ dalatn ketentuan iniadalah domisih
calon anggota DPREP/DOPRK di Papua secara akurnualatif.

Huraf d

Cukup jelas,
Huruf

Cukup jelas,
Huruf f

Yoang dimaksud denean “surcat lam vang dipersamakan denpan
ijazah” dalam ketentuan ini adalah surat yang dikeloarkan
oleh  lembagz/institusl yang berwenang  sesuz dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huaruf o

Cukup jelas.
Hurut b

Cukup jelas.
Huruf i

Cukup clas.
Huul |

Cubup jelas.

[larufk . ..

SK No 05346 A
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Yang dimaksud dengan “melakulion perbuatan tercela” dalam
keteniuan ini adalah perbuatan yvang melanggar norma adat,
nacra 505al o magyarakat, dan meresahkan masvarakat
anraranya judi, pemakai/pengedar narkoba, dan perboatan

mclangegar kesusilaan lainnya.

Hiirmal 1

Cubmp jelas.

Humim

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jclas.

Hurul o

Culoap jelas.

Hurmaf p

Culnap jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Humfr

Cukup jelas.

Huiral &

Culnap jelas.

Fluraf t

Culoup jelas.

Avat [1]

SK No DO5847 A
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Culoap jelas.

Hurui b . ..
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Huruf b

Yang dimaksud dengan “memperuangkan aspacas dan hak
dazar OAPT dalam kerentuan ini adalabh aktivitas dalam
memiasilitasi, menjanng aspirast, mengartikulasikan hak
dasar OAP dalam Negara Kesaluan Repullik Inmdonesia,

Iatruf e

Aval (2]

Yang dimaksud  dengan "memihak,  melindung, dan
rmemperjuangkan hak dan kepeontingan QAP dalam ketentuaarn
ini zdalah aktivitas dalam memfasilitasi, mengadvokas
kcpentingan OAF untuk mewujudkan keselaradan kesempalan
ii erbapgai bidang sosial, palitk, dan elonomi dalam Megara
Kesaruan Fepublik Indonezia.

Yang dimaksud denpan "lembaga lain vang diakui pemerintah”
dulam ketenotuan ini adalah lembaga vang Llelah terdaltar oleh
permerintab sesual dengan ketenfuan perafuran  perandang-
undangan.

Pasal o4
Ayat (1)

Cukup jelas.

Aval (2]

Cukap jelas.

Ayat (3]
Yang

dimalkainl dengat “vang dipunakan pertimbangan DPRP

dalamn ketentuan ini apabila pada daerah otenom bama provinsi di

wrilay
LIRP.

At (4

ah Papua belum mengukuhkan dan melantik keangpotaan

Culap jelas.

=K Mo D05348 A
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Avat (3]

Cukup jelas.
Avyat (D)

Culup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56
Ayatil]
Cukup jelas.
Avar |2

Fertimbangan DPEP dipunakan apabila pada daerah otonom baru
provirnsl belam terbentul MEP.

Ayar 3]

Culkup felas.
Ayat {#

Cakiup jelas.
fyar {3)

Culbup jelas.
Ayar (&)

Culbgug jelas,

Pazal 57

Culup jelas.
Pasal 58

Cukup jelas.

Pazal 59 . ..
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Paxal 5%

Peraturan Mentem mengenag pombentukan pamibia pemnuliban dniuk
pelakzanaan pemilihan  keanpggotaan  Pansel Provingi  sekurang-
kurangnya memuoat raengenal unsuar panitia pemiliban dan tupas
patitia perailibat.

Fasal 60
Aoat 1)
Culiup jclas
Aovat (2]
Cukup jelas.
Ayal (30

Yang dimsksud deogan "masing-masing mengusullean 3 iriga)
crahg calon angpota Panse] Pronanst” adalah calen yang diusulkan
lembaga dan/alau pejabat negara berjumlah 3 (tiga) orang calon,

Avat [4)

Cukup jelas.
fxat [5)

Cukup clas,
Ayat (6]

Culiup pelas.
Avat [7)

Cukup jclas,

Pasal 61
Hunaf a

Cukup jelas.

Hurut b . ..
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Huruf b

Cukup jelas.
Hurui ¢

Cultup jelas.
Hurul

Cubup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.
Hurai {

Cubup jelas.
Livuf g

Yang dimalizud dengan “melakubkan perbuatan tercela™ dalam
ketentuan ing adalah perbuatan yang melanggar norma adat,
orma Hnsial dl o masyarakal, dan meresalikan inasyarakal cli
antaranya judi, mabuk, memakaif/mengedarkan narkoba, dan
perbuatan melanggar kesusilaan lainnya

Hurul h
Cukap jelas.

Masal 62
Ayar (1)
Cubup jclas.
Aoeal {2)
Culkup jelas.
Al {74

haza keria Pansel berakhir 3 (tigal butan setelah menstapkan hasil
selekst bertwguan unluk moengantisipast  adanys pugatan di
pengadilan,

Pasal 65, ..
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Frazal 63
Cukup jelas.

Fasal G4
Avat (1)

Hunif a

Culkup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Hurulc

Cuknp jelas.
Huruf d

Culup jelas.
Hurnul e

Cukup jelas.
Hurafr

Laporan pelaksanaan tugas di dalamnya minimal metouaat.
berifa acara rapat-rapat Panscl, hasil scleks) setiap tahapan,
dan Keputusan Pansel yang memuar calom terpilih anggola
DHPEF untul ditetapkan dan colon tetap anggota DPRP untulk
daftar  mingey  berdasarkan daerah penpangkatzn dan

peringkat  hasil seleksi calwn anggota DPRP mekandsine
penpangkatan,

Avat (2}

Cukup jelas.

Avat (3. .-
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Avat (3}

Cukup jelas.

[asal 6%
Cukup jelaz.

Fasal o6
Cukup jelas,

Fasal oY
Peraruran Gubernur mengenal permbentukan panitia pemiliban untuk
pelaksanaasn pemilihan keanggotaan Pansel Kabupaten fKota sekurang-
kurangnya memilat mengenal onsur panifia pemilihan dan rugas
panicia pemilihan.
Fasal bH
Avar ()
Crikup jelas.
Ayat (2)
Culiup jelas.

Avrat (3)

Vang dimakaod detigan "masing-masing mengusulkan 3 (fipa)
orang caloen angpota Pansel Kabupaten/HKata™ adalah calon vang
diusulkan lembaga danfatau pejabat negara berjumlzh 3 (tiga}
orang calon.

Avat (4}

Cukiug jelas.

Ayvat [B] ...
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Avar (5]

Cukup jelas.
Syt )

Cukup jelas.
Avar 7]

Cukup jelas.

Faaal 69
Cukup j=las.

Paxsal 70
1Tumf A
Cukup jelas.
Hurul b

Cukup jelas.
Hutai ¢

Cukup jelas.
Hurul 4

Culap jelas.
Hurul ¢

Cukup jelas.
Hurul |

Culup jelas.

Hural g . - .
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Hurufl g

Yang dimsksod dengan ‘melakukan perboacan terecla” dalam
ketentuan ou adalab perbuaien yangy melangesr norma adat,
norma zozial di masvarakar, dare meresahlban masyarakat i
antaranya judi, mobuk, memakai/mengedarkan narkoba, dan
pechuatan melangear koesasilaan lainnya.,

Hurut h
Cukup jelas.

Pasal 71
Ayat 1]
Culkup jelas.
Ayat {2
Cukup jelasz.
fyat {3

Basa Kerps Pange: berakhir 3 {tiga) bulan setelah menetapkan hasil
seleksi  bertujuan  untuk  mengantisipasi adanva  gugatan  di
prngadilan,

Pasal 72

Cubiup jelas.

Pazol 73
Avyat (1)
Hurul g
Cukup jelas.
Huruf kb
Cukup jelas.

Hurut e . ..
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Huiruf «

Culup jelas.
Huruf d

Culkuip jelas.
Hural ¢

Lok pelas.

Huruf f

Laporan pelaksanaan tugas di dalamnya minimal memuat
berita acara rapat-rapat Panscl, hasil selelsi seliap tahapan,
dan keputusan Panscl yang moemuoat calen terpilib angiora
DFREK unruk diterapkan dan calon terap anggota DEFRK untuk
dattar tunggu berdasarkan  dacrah  pengangkatan dan
peringkat  hasil o seleks cwlon anggota DPEEK melmanisme
penganglatan.

Sorat 12)
Culbmf jelag
Avar |3

Culkup jelas.

Fa=zal 74

Cukup jelas,

Pasal 75

Culiup jelas.

Fasal 7&
Arvar 1)
Culkup jelas.
Axvar |2)

Cubkup jclas.

Avat (3) ...
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Culap jelas.
Aval (4]

Yang ditmalksud -selurang-kurangnya 30% [tige pulubh persen)”
adalah nama yang dihasilkan dalam waulan berdasarkan wilayah
adal di provinst unigk usulan calon anggeta DPRP dan usulan
berdasarkan sebaran sulku  serta subsuku vang berada
kabupatenfkota untuk usulan calon angeola DPRE.

Avat |D)

Cubkup jelas.
Avat |b)

Cukup jelas.

Fasal 77
Culkup jelas.

Fagal 7H
Cukup jelas.
Paszal 79
Avar L]
Penietapan hasil selekal anggota DPREP paling lambat 3 {figs) boalan
sebelum  penetapan Komisi Pemifiban Umum  bertujuan  agar
pelantikan anggota DPREF mekanismc pengangkatan dilakukan
secara Dersatmnaarn dengan DPRP mekamsme peaaliban.
Avar |2)

Yang dimaksud dengan *calon anggota DPEP terpilill® adalah calon
yvang akan dilantik menjadi atpiota DPRP.

Yanp . ..
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Yang dimaksid dengan “calon anggota DPRP tetap” adalali calon
yang menjadi daftar tungpu unidk  mekanlsme  penggantian
anturwalkou,

Axat [3)

Cukup jelas.
Awat [4

Cukup jclas,
Aval (5]

Cukup jelas.
Ayat |6)

Cukup jelas.
Avar 7]

Culkup jelas.
Arat (8]

Culkup jelas.

Pasa] &0

Cubkup jelas.

Pasal 81
At [1]

Peneldapsn hasil zelelisi angpota DPRE paling lambat 3 (tign) butan
sebelum  penetapan Komisi Pemilihan Umuaim bertujuan agar
pelantikan anggote DPRE mekanisme pengangkatan dilakukan
secara bersamaan dengan DPEK mekanizme pemidihan.

Avat |2]

Yang dimaksud dengan "calon angpots DPRK torpilih” adalah calon
vang akan dilantile menjadi anpgoca DPRK,

Yang . . .
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Yang dimaksud dengan "calon anggota DPRK tetap™ adalal calon
yang menjadi daftar tunggn untuk mekanizme penggantian

antarwalru.

Aot (3)

Cukup jelas.

Ayar (4)

Culkup jelas.

Avart (o)

Cukup jelas.

Ayal [6)

Cukiup jelas.

Avat [7)

Culkup jelas.

Ayat [8)

Cukup jelas,

Pasal 82

Culap jelas.

Paszl 83

Cukup jelas.

Pasal B4

Culkup jelas.

Panal 85

Cukup jelas.

SK No 005859 A
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Pasal B
Cuklp jelas.
I'asal 87

Cukup jelas.

Paxal 35
Cukup gelas.

Fasal B9

Yang dimaksud dengan "kelompaok keoja i deerah™ dalam ketentuan ini
melibaikan profezional dan representasi QA yang berprestasi, memiliki
talenta, dan karvd nyala membangon Papua dalam kerangka Negara
Kezatuan Republik Indonesia.

Fazal 90
Cukup jelas,
Fagal @1
Cukup jelas.
Pazal o2
Cukop jelas,
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 94
Clkup jelas,
Pasal 95

Cukup jelasz,

Faszal 49i

Culiip jelas.

FazaluyT . ..
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Pasal 97
Avat [1]

Yang dimaksud dengan “penjabkat kepala Dacrah” adalah pojabar
pimpinan tingg madyva untuk penjabat Guberur dan pejabat
pimpinan tinggi pratama untuk penjabat Bupatif penjabat Wali
Karla.

Yang chimaksnd denpan “melantik penpubal Kepala Daeroh™ dalam
ketentuan ini adalah Menteri atas nama Presiden melantils
penyabat Gubernur dan penjakat Bupati/ ponjabat Wah Kota.

Ayat [2)
Cukup jelas.
FPaxal 95
Ayal {1)
Hurual &

Yang dimaksud denpgan “beraumber dapi APBNT antare lain

higya permnlsunan kajan. survel lapangan, serta evaluas dan
pembahaszan.

arur t

Yang dimaksud dengan "bersumber deri APRN™ antara lain
biaya penyusunan Kajan, survel lapangan, serta evoluas: dan
pembahasan.

Ayat |2}
Hurutf a

Cultup clas.
Huruf Iy

Cukup jelas.

Elhviuf ¢

Cubmp jolas.

Ilucard . ..
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Huruf d

Yang dimaksud dengan “bantuan pengembangan dacrah yang
bersumber dari APRN" dalom ketentuan ini disalurkan melalut
dana alokasi khusos danfatan bhiliab.

ot e
Cukup jelas.

Pasgul 9o
Culkup jelas.

Pasal LOO
Ayat il

Yang ditmaksud denpan "pembinann, pongawazan, dan evaluas”
talam ketenruan ini dilakukan terhadap kewsajihan dasrah otonom
hazil pemeliaran dan dacrah induk,

Evat [2)
Cukup jelas.
Adat [3}
Cukup jelas.
Avat [9]
Cukup jelas,
Fasul 101
Cukup jclas.
Fagzal (02

Culiup jelas.

Paszal 103
Cukupr jelas,

Pasal 104
Cukup jelas.
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